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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 /PER/M.KUKM/I/2016
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu ditetapkan jadwal retensi arsip

keuangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman
Retensi Arsip Keuangan bagi Lembaga Negara dan
Pemerintah Daerah, perlu mengatur jadwal retensi arsip

keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);



Menetapkan

10.

2016, No. 271

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pengangkatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/
M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1555);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip

Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang

wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip keuangan.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan
yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis

arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan
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(1)

(2)

(1)

(2)

yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan

penyelamatan arsip.

Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip

aktif di unit pengolah.

Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip

inaktif di unit kearsipan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
adalah lembaga yang menjalankan fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 2

JRA Keuangan di lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah disusun oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan

persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

JRA Keuangan di lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah mengatur ketentuan
mengenai retensi arsip keuangan di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

JRA Keuangan di lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah memuat jenis arsip, retensi

atau jangka waktu simpan, dan keterangan.

Jadwal Retensi atau jangka waktu simpan arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip
keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Menteri ini.
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(3) Retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah;

dan

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan
untuk kepentingan unit kerja terkait dan

kepentingan lembaga.

(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat rekomendasi yang  menetapkan arsip

dipermanenkan, dimusnahkan, atau dinilai kembali.

Pasal 4

Penentuan retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini memperhatikan ketentuan:

a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip

disimpan dalam jangka waktu tertentu;

b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa

penuntutan hukum; dan

c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

(1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan

dinyatakan selesai, sesuai kebutuhan.

(2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban,
kegiatan dinyatakan selesai dipertanggungjawabkan

dan/atau setiap tahun anggaran berakhir.
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Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dipermanenkan

atau dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir

retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;

b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap
memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna

sekunder; dan

c. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang

dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Pasal 7

(1) JRA Keuangan di lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sebagai
dasar untuk menyusun JRA Keuangan bagi
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

(2) Dalam menetapkan JRA Keuangan di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah harus:

a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas jangka
waktu penyimpanan sesuai dengan pedoman retensi;

dan

b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman

retensi.

Pasal 8

Jenis arsip keuangan di lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RAPBN) dan RUU APBN-P;
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b. pelaksanaan anggaran;
c. bantuan/pinjaman luar negeri;

d. pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(PHLN);

e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan

f.  pertanggungjawaban keuangan negara.

Pasal 9

JRA Keuangan di lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah yang sedang dalam proses
persetujuan harus sudah disesuaikan dengan pedoman
retensi arsip keuangan paling lama 2 (dua) tahun sejak

tanggal diundangkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMEIRAN

PERATURAN MENTERI ROPERAST DAN USAHA KECTL DAN MENENGAR
EEPUHLIE INDONESIA

HOMOE : 04 PRE]MEUKM/ [ 2010

TENTARG

JADWAL RETENS] ARSIF EEUARGAR D LINGEUNGAN KEMENTERIAN
EOPERAST DAN ITSAHA KECL DAN MENENGAH

JANGHA WAKTU SIMPAN
NoO. JENTS DOKUMEN/ ARSIP Keterangam
; AKTIF INAKTIF
1 Fl 3 ) 5
A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) DAN RUU
APBN-P
L. Penyusunan RAPBN
a. Kebijalean Umum., Reristra, Strategt dan Plictites 2 tabun sefelali dinyatalcan 3 tahmt Pertiidnen
- Delainien Rencana Blrategis tas Rencens Kerja Janglka Panjang atai tidsk berlala
Rencana Kerja Lima Tabhrmman
- Dolumen Reneana Kerje Tabunan Kemenierian
b, Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instans] Pametmtaly (RAKIP) dan Dokorvien @ tahun setelah tahun angearan 5 talwmn Mirsriah
Rencana Kerja Anggaran Krmenterian Lembaga (RRA K/T) beralchir
& Dokumen Resicangsn Anggaren Sstaen Kerja Instanisi Pemerintah [RASKIP)/ 2 tabun setelah talivn anggaran & taliun Musnal
Standay Biaya Khnsos (SBK) berakhir
2. Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI
a, Pengantsr Nota Keuangan Pemermtah dan Rancangan Undang-undang APBI @ rahun setelah lahun anggaran & tabun Mizsral
- Fidate Presiden Pengantar Neta Kenangsn bereldhir
- Lampivan Pideto
- Nota Keuangar.
- RUL APBN
JANGHA WAKTU SIMPAN
o JENIS DOKUMEN/ ARSIP AKTIF T Kelerangan
1 2 4 5
b, Hisalsh rapat pembshasan anggaran kementerian KUKM R dengan 2 'talmin setelah tahun anggaran 3 tahun Permenen
arian ettangan, b . Eomisi DFE Rl beralchic
. Netulen Pembahasan RUTT APEN dleh Pemenntah dan DPE RI 2 tabun setelal tabiun enggaran 3 tabuin Musnah
berakhir
d. Natilen Rapat Paripurna Persetujuan KU APEN 2 talin setelaly tahun snggeran 3 tahun Musnal
- Tenggapan masing-miasing Fralks) berakhis
- Jewabin Pernerintal ates tanggapan Fraksi-fraks
€. Hots Jawaban DPR-EI ledail dengan Penibahesan R APAN dengan 2 tshun sctélah fahun anggaran 3 tsbun Mirsash
Kotntisi VI DPR R1 beralt hir
3. Undang-Undang Anggeran Pendapatan den Belanjas Negara (APEN) dan 2 tahun setelah tahun angearan 3 rahun [T
Rencana Kerja Pemerintah (REF} berakhir
4. Keputusan Presiden tentang Rincian APEN 2'tabmin setelah tehun anggaran 2 tabun Musnah
berakchir
5. Daftar Isian Pelaksannan Anggaran (DIPA); Petunjuk Operasional Kegiatan 2 ralnm sctelaly tahon anggaran 4 tahun Dinilai Kewbali
(POK) dan Revisinya begik hix
6. Usulan intah Mengenal Undang-Undang Anggaran 2 tahun setelah taliun anggarai & tabun Musnah
Pendapatan dat Belanja Perubahan (RUU APEN-P) beralchir
7. Notulen Pembahasan RUU APEN-P oleh Pemerintah dan DFR 2 tahun sctebah tshun anggaran 3 tahun Musnsh
berak hir
&, Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APEN-P: & rahun setelah tahun angearan 2 tahun Mirsriah
< Tanggapen masing-mesing fralksl beralchir
- Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fralksi-fraksi

www.peraturan.go.id
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Caitatan: yang bermesilk dokumen penpgarain bearsng dan jass srtara lain:
- Penguniumar [elang

= Dolkumen Prakualifikcasi

- Defumen Penitganan Lapangas

diterima

10 -
JANGHA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUME] Heterangean
i MIARSIE AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
9. Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanjs Negara Pexubahan 2 tahun setebah tahun anggaran 3 tahun Misnah
(UT APEN-P) breral hir
10. Kepuinsan Presiden tentang Rincian APEN-P 2 tahun setelah tahun anggarat 3 rabun Muersh
berakhir
PELAKSANAAN ANGGARAN
1. K /P Menteri y ang] laks: 1 tahun setelah-diperbabarui 4 tahun Bisnah
dan Per
2. Dokumen Realisasi Pendapatan
a. Surat Betowan Fajak (SSP) 2'taln setelah U fentang 5 pabiis Dinda Kembal
pertanggung awaban AFRN
dizahkan dan Hndak lanjut hasi
pemeriksaan selesai
b. Burdl Setoran Bukan Pajak [SSBP) ataw Buka Penerirnasn, Bukty Setor 2 tahun setelah UU tentang A rahun Thridei Kerabali
Pericrimann Negara Bultan Pajak |PNBP] pertanggungawaban APBN
dmablean dant tindak lanjut hasd
pemerikzaan selesai
. Bukn Setor Sina Anggaran Lebibcatan: Bukh: Setor Pangembalian Belanga 3 ralu sotelaly U rentang & tahnn Dintlan Kembati
pertanggumgawalan APBN
dizahkan dan tindak lanjot hasil
pemeriksaan selesai
d, Bukti Setor Bunga den atan Jasa Gito Bank 2 tahun seteish (0 tentang 5 tahun Trndai Kembali
pertanggmgawaban APBN
disalikan dan dndek Ianjor hasd
pemeriksaan selesal
1T -
JANGHEA WAKTU SIMPAN
WO JENIS DOKUMEN / ARSTP
i AKTIF NAKTIF
1 2 3 4 5
€. Laporan Reabsasi Pendapatan Negara dan mastng mmasmg Saruen Keya I rahun setelah UU tentang 5 tahun Musniak
prrtanggungiawalban AFEN
disabkan dan tindak lanjut hasd
peineriksasn stlesai
3. Belanja.
@, Dokumen Felsksansan Pengodasn Bareng/ Jasa te suk Dolarmetr Dokuinen
Prrubayarasiriya:
1] Barang pakai habis 2 talun setelal U tentang 3 takuti Nustiah
Pertangpuingjéwabsn APBN disaliken
disahlcan-dar tindak Ianjot basi
pemeriksasn sclesal
) Barang mwentaris:
- Bavang Bergerak | Barang Inventars @ rahun setelab UU tentang 5 tahun Dhridlei Eernbali
Pertanggungiewaban APEN disahlan
disabkan darl tindak lanjut hasid
peinerikeaan seleuai
- Tenaly dan Benguran 2 tahun setelab proses selegai 2 tahwm Permanen
3] Jasa Ztahing setelal UU kontang 5 kabmii Dindai Eembal
Pertanggungjawaban APBN
dizahlcan
4] Software Homputer 2 taliun setelaly snibware Permiancn

www.peraturan.go.id
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- JANGHA WAKTU SIMPAN
NO. JENTS DUKUMEN/ARSIP TR TS
1 2 3 + 5
- Betita Acara Pergelasan Pelerjoat:
- Berta Acara Pelelangan
- Usulan Calsn Pemenang
- Penctapan Pemenang
- Bural Perintaly Kerja (SFE]
- KontrakfAdenddum Kontralk
. Diakumen Fembaysran Keusngan; 2 tahun setelah UTT tentang B tabun Dindai Kembali
= Pengajuan Kebutuban Penariken Kas Pertenggungiawaben APBN disaliken
= Buku-Buki Taghan dari filsk Ketga disalkan dan dndek lanjo hasd
- Sutat Permintasn Peribayoran (SPE) pemeriksann selesal
- Surat Perinfal Membeyar (SPM)
- Sural Perintaly Pencaivan Diane [SPZD]
¢ Dokomen Tata Usaha Anggaran yaito: 2 tahun setelaly, U teatang 5 taburty Dinuled Kembali
- Buku Kos Umum (BET) Pertanggungjawaban APEN disalkan
- Puka Kos Pembantu (BKP] disahiesn
- Buko/ Kartu Pengawasan Kredit Anggaran
. Rekening Kotan Bank
- Leparan Pertanggungiswaban(LP.J)
- Daftar Rekapitlas Teangan [DRE)
- ‘Daftar Rekapititasi piliak ketiga
- Daftar rekapitulasy PREF
- Jjin penpgunesn kas besi
d. Daftar Gajif Tunjangen Lembuc/ Honoravium: 2 tahun setalah U tentang 3 tahun Musnah
Pertenggungiowaben APBN disalikoan
disahlean
€. Rarta Gaji 2taln setelal pegawear prnsiin & tahin Musnah
- O -
JANGHA WAKTU SIMPAN
o JENIS DOKUMEN/ ARSIP TRAKTIF Kelerangan
1 2 3 4 5
F. Bukti Setor [ursn] Kontrbusi Pemerintah Bl kepada Badan [ Organisasi 2'ealmn setelah UL tertang 5 tehun Trinidai kembeal
disahlcan
g Dokomen Akuntansi Kenangan: 2 ralum sorclaly UU rentang 3 tahun WMusnah
" Berita Acsra Fereriks san Ka Fertanggungjawaban APBN disahkon
. KanfEegister Pernutupan Kas disalikan dan tindak lajut
- Arsip Data Komputer [ADK) hamil pemetiksadn selesal
= ‘Berita Acerd Rekomilifei Antors Satasn Kerja dan EPPR
b. Varileonl Angearan 2 taha sctelah UL tontang 5 takiin Dinilad leemabsali
- Hota Hasil Verifikeass (ITITV) Pertenggungiawaben APEN disalikan
- Jawaban Neta Hasl Venfikesi [NV disahlean
i Laporan Keuangan Tabunan terdirl dari . 2tahnn setelaly UU tertang 5 tahun Permanen
- Laporan Realisast Anggaran [LEA] Pertemgeurigiawaban APBN disalikan
= Nersos disahlean dan tndale lanjut
- Laporan Arus Kas (LAK] hasil pemetikisaan sclesal
- Catetan ates Laporan Keuangen (CaliK)
- Lapersn Harang bilik Negare (ENN)
- Laporan Realisasi Pendapatan Negars
[ € |BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERL
L. Duftax Proyek-Proyek yang akan dibiayal Gari Pinjaman Luar Negerl (Blae Book) 3 tahn setelah perjanian prjaman 3 tabun Petmanen
pinjaman berskhis
2, Dokumen Kesanggupan Negara Ilonor untuk Membiayai (Grey book) 4 talmncsetelsls perjanjisn pinjamarn 4 tahun Permanen
pinjetsian bevakhi
3. Dok Men dum of Unds ding (MaoU), dan Dokam jemi 2 talhun setelah petjangian pinjaman 5 tabun Ferrnanen
pinjamnan bevakla

www.peraturan.go.id
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JANGHA WAKTU SIMPAN
WO JENTS DOKUMEN/ ARSIP AKTIF T Kelerangan
1 2 3 4 5
a. Loan [Hibah Luar Negerd (PHLLN), Legal Opinion, 2 AN selelan perjanjian pijaman 5 tabun Permanen
dan Suarat ¥ dengan Lender pinjamen berakhin
5, Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 4 aluncsetelaly perjanjisan pmjamarn 3 tahun Parmanen
pinjaiian berakho
6. Aplikasi Petarilat Daha Pinjaman /Hibah Lusr Negeri (PHLN) berikut 2 talinn sefelali perjanjian pinjamar 5 ket Peqmi@nen
lampirannya: pinjenan bevalddy
- Retmiprsement
- Dusect Papnent! Transfer Frocedure
- Special Commitmenty L/C Opening
¢ Specal Accovunty Imprest Fand
- Dekumen Fengesabon atas Penerimann Hibah Luar Negeri
- Netieg Of Disbursemeant
7. Otorisasi Penarikan Dana (Pagment Advice] 2 talun sctelal perjanjian pinjamean 5 tahun Permeanen
g aman berakhis
£ iran Dana /Hibah Luar negeri, yait: Surat Perintah Pencairan | 3 malmuncsetelah perjanjisn pinjaman 5 tahun Permenen
Pencairan Dana (SP2D), 8FM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, pinjaiian berakhs
EBA, dan Data Pendulamg lainnya.
9 L Daiia deri Negara Donor) meliputi atitars 2 tabiin sctelals perjanjisn pinjamsn 5 talmn Permancii
lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of pin] amsn berakhis
Contract, Withdrawal Authorization [WA), Statement of Expenditure{SE)
10. Staff Appraisal Report 3 tahun setelal perfjanjian pirjaman & tahun Permanen
pinaaian beakho
L1. Repori [Laporan yang terdiri dari: 2 tahun setelah perjanjian pinjaman 5 tabun Parrnanen
- Progress Report pinjsunisn bevakd
15 -
JANGHA WAKTU SIMPAN
il i AKTIF INAKTIF Brlst
1 2 3 4 5
- Monthly Repori
- tuerietly Report
- Final Reporty Completion Report
12. Laperan Hutang Negera : 7 talut sotelaly UU tertang 3 tabun Permeanen
- Laporan Petabayaran Hotang Negaua Fertangpungjawsban AFBN disalkon
- Laporen Foswsi Hutang Negara disalikan dan tindak lanjut
hasl pemetiksaan selesal
13, f yang angk fHibah Luar Negeri 2 tahun setelah perarmran tidak 1 tahun Musnah
beiaku
U |PENGELOLA APEN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
L. Keputngan Penggnns Anggaran tentang Penetapan: 2 taln setelal UL tertang 5 tahun Dinilai kernbali
- Enesa Pengguna Atggara Pertanggungjawaban APBN disalikan
- Ruass Penggims Barang/Jasa diselilan dan tndak Lajut
- Priabat Pembuat Eomitmen hiasil pemetikisaat sclesad
- Prjabat Pembust Daftar Gegi
- Pjabiat Penandatenganas SPM
* Bendabsrs Penermaan Pengeloaran
- Pengella Barang
fermasuk bertn aoara serah ferima gibdatan
¥ [SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAT)
L Manmal i Sistem i (8A7) 2 tahun setslab tidalk ada 2 tahun Mirsaah
peribalian
‘2. Kebijalkan Alantansi 2 Lk setelah tidak ada 2 pabux Musizah:
pertbahan

www.peraturan.go.id
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16 -
JANGHA WAKTU SIMPAN
o JENIS DOKUMEN/ ARSIP AKTIF T Kelerangan
1 2 E 4 5
3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 2 tahumn setelsh 1T 5 tabun Wssrualh
Pertanggung awaban AFRN
disahlcan
4. Lapeoran Realisasi Semesteran AFEN 3 ralman setalab UL 2 tahun Mizsrsalb
Fertanppungjawsban APBN disahkon
disalhlcan
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
L. Laporan Hasil Peneri Badan P ks, il i 2 tahumn gctelah tindak len 5 tahnin Permuner
atas Laporan Kenangan selesai
2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan internal 2 rahom setelal indak Lanput 5 rabun Musnsh
hasil pemerikanan selesal
3. Pelaksanzan Pengawasan
#n. Laporan Hasil Andit (LHA). Laporan Hasil Evalasesi (LHE), Laporan Alantan 2 rahinn serelah findak Tanjot 5 tahun Dinilai Kembali
(LA}, Laporan Auditor Independen [LAT] yang memerinlean Tindal Lanjut {T1] hasil pemerikssan sclesal
b, Laporar Hasil Audit Investigas! [LHAT), yang mengandung nnsur Tidak I rahon setelal tndak Lanut 3 takum Permeaner
Fidans Koraps: (TPE) dan memerbokan Tuadalk Lanjut (TL) hasil pemerikinan selesal
e, Laporan Hasil Audit {LTA]. Laparan Hasil Rvalossi [LHE]. Laporan Akuntar 2tshin sctelah lindsk lanjut A ralmn Mrssraty
(LA Laporan Auditor [ndependen (LAl vang tidak memerluken Tindak hiasil pemetikisaan sclesad
Lamijiit [TL)
d. Laporan Hasil Audit [nvestipesi (LHAT), vang mengandung unsur Tindalk 3 ralion satelals Hndak Larjut 3 tahun Tiinilei Kembali
Fidana Kerupsi (1PE) dan tidale memerlutean Tindalke Lenjut (TL) hiisil pervieriksaan selesal
. Laporan Fetnyralkhiran D Tindak Lanjui Termuan 1 Taku A tahun Parrvianen
17 -
JANGHA WAKTU SIMPAN
No. JENIS DOKUMEN/ ARSIP Keter:
4 AKTIF INAKTIF angan
1 2 3 4 5
1. Laporan Kegiatan PendAmpingan Penyistnan Laporan Kenangan dan Review 2 Tatmn 3 talmn Mizsnsh
4, Pelaksanaan Pemeriksann
&. Laporan Hasil Pemeriksasn [LHP), Laporan Hasil Pemeriksam Operasional 2 zahom setelal dndak Lanpur 3 rabun Permanen
(LHPO] yang miemerhikan Tmdak Lanjot (TL hazil pemcnkaaai selesal
. Laparan Hasil Pemerilosaan {LHF). Lagoran Hasil Pemerilisann Opérasisnal 2 4abitin sctelah tindak lanjit 3 rakuin Mhssrsals
[LHPO) vang tidak memerukean Tindak Lanjut {TL) hinsil pemeriksant selesal
5. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara :
a. Tuntutan Perbendaharaan 2 raluan setelaly tagihan onnitan & ralmn setelah Permanci
perbendabiafaan tuntutan gardi Lk dan Yewsjibian
ruig diduriasi habis
b, Tuntotan Ganti Rugl 2 tahnn setelah tagihan tuntutan 2 talmn setelah Permanen
perhendsharasn huntutan geanti haledan kewajiban
vug didunasi halbis
MENT EOPERAS] DAN FSAHA KECTL DAN MERENGAH
EEPUBLIE INDONESIA,
AAGN PUSPAYOGA
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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDORESLA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN RETENS] ARSIP KEUANGAN

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN

JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP ARTIF INARTIT

1 2 3 4 5
1 PEMERINTAH DAERAH PROVINSL

A [RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELARJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APED-F)

L. Penyusunan Prioritas Plalon Anggaran (PPA)

Eebijakan Umm, Strategi, Prioritas den Renstra 2 talitm setelal tabun
&, - Dokumen Rencana Kerja. Pemerintal Daerah (REFD) = 'mggar‘ml berallie 3 el Perianen
Dokutien Rencana Kerja Satuan Keifa Pemerintah Daeral (Renja)

— e — - -
p, owumen m » Umam Auggaran [KUA] yang telals dibahas bersata antata el setelah taliar PR eilet Berball
OPRD dan Pemda anggaran beralkhiv
¢. KUA beserta Nota Kesepakataunya F i petelal tafi 3 tabun Dinilai Kemali
berakhir
d, Uokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara [FPAS) 2 taliun setelah talm, 3 tahun Dinilei Kembai
e, fota Kesepakatan PPA 2 tabun setelah talun 3 ratan Dimilai Kerbali
begaklir
—
f Briovitas Plafon Anggaran 2 tahun setelah fahun 3 tabun Dinilai Kembali
anggaran beraldhiv
2. Penvusunan Rencana Keija Anpgaran Satuan Kerja PEM.DE!EI Daérah (REA-SKPD)
A, Doknmen Pedoman Penyusnnan RIA-SKPD yang telah disetijoi Sekretaris Dacrmh #taliug setelsh tabun  talioa Tiiftilei Kembai

berakhir

ARSIP RASIONAL REPUBLIK INDOUNESLA

JANGKA WARTU SIMPAN
Wo. JENTS DOKUMEN/ ARSIP e Ksterangan
1 2 3 4 5
b. Diskimen RKA SKPD tebun aetelbh tabun, 3 takiii Diilai Bembali
anggran bevakhir
5. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dactal kepade Dewan Pervakian
" Rakypat Daessh (DERD)
Fengantar Hota Keuangan Pemerintal dan Rancangan Peraturan Dacrab RAPBL: N
4 - Nota Keuangan Pemerintah Wb ?E"E'bl:},' tafug, ¥ takiin Permidiien
- Materi RAPBD AslggHien bersiehn:
el Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanje Dastah [RAFBD] oleh Dewan 2 tahun setelal talmn —
Y. parorsikilai Ralysit Dasrah (DPRD] dad Peinetintah Dacrah berakhir $ahun Dirillei Kenthali
e, Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala: Dasral tentang Raperda APBD dmbem ““’if’ﬁj{:” 3 tahun Fermanen
d. Dokamen Rancangan Penjabaran APBD beserts Lampirammya 2 tahun setelah taliun 3 rakmn Permanen
anggaran berslshiv
5 — - -
. Penyampaian Fermobonan bvalias kepada Menteri Dalam Neger feniang RAFED besertn ZHahus setelah Ak p— S
penjabaranmya berakhis
3
f, Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPED Hahug 5“':::;;1:“_‘“ 3 tahum Permanen
@ Perierapan Perda APB oleh Gubernur heserta Penjebarannya 2-talrut se‘tm}?“ 3 ratmn Permanen
h. Reraturan Dueral (FERDA) éntang APBD 9'tahui sstelah talim 3 tahun Permsiren
berakhis
4. Auggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah Perubatian [RAFBD ]
. Pemyusunan Priofias Plafon Brggaran Pernbahan
1} Kebijakan TUimnn, Strategi, Pricritas dag Renstra Pembabian o
- Dokumen Rencans. Kerja Pemerintal Daerah [REPD) 2tabun s"f‘t’iﬂ&:l:'_’" 3 tahun Dinsilai Kembali
- Dokumen Reneana Kerja Samman Kerja Pemerinal Dasvah (Renja) Anggaran -
Dokiimen Rancangan Kebljakan Daiim Anggaran [KUA] Perubaban yang telah dibahas 3 taling setelahi tafmn A
) bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah anggaran perakhir 9 taliug Dinilai Keaibali
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a-
JANGKA WAKTU AN
wo. JENIS DOKUMEN/ ARSIP Y T Keterangan
i 2 5 4 5
. : 9 tahun setelah talmun . .
) KUA Perubaban b Tiota | 3 saln Dinlai Kembati
) K rul eserta Nowa Kesepakatan anggaras be: . rahun inilai Keml
41 Dokunen Rancangen Prioritas Fafon A RRA] P 3 tabun “"f:f‘u:};‘“ 3 pabron Ditniled Kenrboedi
: 2 tahun setelah tahun o .
5) Hota Kesepakatan PRA Perubahan e el ke 3 rabun Dinlai Kembati
b Pribritia Plafor Anggaran Pevibalian Wiahun netelah tabun  talion Thiilai Keaibali
snggaran berakhic
b, Penyusunan Rencana Kena 2 Satuan Kerja Peianghal Dacrali (R SKPD) Pernbalan
1y Pokmen Pedoman Penyusunan RKA-SIPD Perubalian sang telah disetujui Sekeetarls 2 tahun setelah tahun R T m——
Daerah aripgatan beralhis itiled
2) Dokumen REA-SEPD Perubahan Aswaluuam pausiih w2ty 3 tahum Dinilai Kemhali
berakhir
o B an Aapgaran Pendapatan dan Belana Daerah Perubaban kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
1) Pengantar Nota Keusngan Pemerintali dan Rancangan Peraturan Daeral RAPBD Perubaban: Aroaluern apzdliih st
- Nota Kenangan Pemerintah berakls 3 rahmn Permanen
- Maferi RAPED ArgEaran bemhm
Hasil Pembal Rencana Angg 7 dan Belanja Dacrab [RAPBD] Perubaban 7 tahun setelah tahun - o ;
A olely Dewan Perwakilan Relsyar Derah (DPRD] dan Pemerintah Daeral anggaran berakhiy 3 tatun Dinilai Kenubali
Dokumen Fersetujuan bersama aitara DPRD dan Kepals Daerah tentang Raperds AFBD 2 tahun setelah tabum
3 : 3 tahun Permenen
Pernbaban berakhin
4] Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahian beserta lampirannya e 3 tahun Permanen
| i ainggaran beralhir
5 Penym:npma’n Permohonan Bvaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan 2 tahun setelah lﬂ.l?ﬂﬂ atabiun PeinsnEn
heserta penjabarannyve anggaren berakhir
6) Hasil Evaluasi Menteri Dalam Hegeri tentang RAPED Perubahan 2 tahun setelah tahun 3 tahun Termanen
anggeran beraldiir
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-4
JANGKA WARTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIF T Heterangan
1 2 3 4 5
7) Penetapan Perda APBD Perubahan olel Guberaur beserta Penjabarannys 2 tahun setélah tahun 3 gabim Tesmanen
anggaran berakhiv
2
8 Peraturan Tiaerah (PERDA) tentang APBI Ferubahan Aswaluoam mmotlaly et 3 tahun Permanen
anggeran berakhir
B |PENYUSUNAN ANGGARAN
z
1. Hasil Rencara Pemt {Musrenbang) Recamatan 2 wahun setelah talmm 3 tahun Dinilal kembali
anggaran berakhir
2. Hasfl Rencena Pemb [Musrenbang) Kabupaten/ Kota 2italun setelah talun 3:palron Dinilal kembali
anggaran beswlshiv
& Dalkumen Delak [RDPA) SKPD yang telaly disetujui Sekretavis Daerah 2 tahun setelahi tahun 3 gabnm Dinilai kembali
anggaran berakhiv
[kumen Pelaksanaan Ampgaran [DPA) S KPD yang, slah disalikan olsb Pejabat Pegelola Keuangan| 2 talrn setelah talun . }
4 s 3
Deeral (PPED) anpgaran becakliv sl Wbaalli kel
[+] PELAKSANAAN ANGGARAN
% balun setelsh: Perda fentang
1. Susat Penvedia Dt [SFP, SPM dan SP2D) UP, O, TU, LS pertanggungiawaban PRI & talim Dinilal kenbali
disahlkan
2. Pendapatan
& Pendnpatan Asl Dacrall
2 taliun setelal Perda tentang
1) Suras Kewapan Pajak Dmeral permanggunglawaban ATRT 5 rabmn Dinilad kembali
disaltkan
3} Siiral Sotoran Pajak (B5P) Daerah. autara [&m: T tahiun setelal Perda tentang 5 tahimnt Dinilat kembal
- Pajak Rendaraan Bermotor pertanggungjawaban APED
_ Bes Balik Nama Kendarsarn Bermetor [BENKE] disabikan
- Pajak Bahan Bakat Kendaraan Bermator (PREKE)
- Pajak Air Permukaan
_ Pajak Rokok
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RO.

JENIS DOKUMEN | ARSTP

JANGKA WAKTT
AKTIF

SIMPAN

TNAKTIF Ketarangan

2

3

3§ Sumt Ketetapan Retriliosi Dacmah

2 whunsetelah Perda temtang|
pertanggungawaban APRD
dizahkan

& tabmm Dinilai Kembali

) BURH Pembayaran Retribis], wutara laim
a) Retritimsi Jasa Tmm

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahian/ Kebersihan
Retelbusi Penggantian Biaya Cetak KTP danAkte Catatan Sipil
Retribosi Pelayanan Pemakaman dan Pengalman Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Reuribusi Pelavanan Pasar
Retribusi Pengujian Lendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Rebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retefbusi Pengufian Kapal Perikanan

2 tahnn seteldh Perda tentang
pertanggungiawaban APBD
dizabkan

5 tahun Dinilei Eembali

Iy} Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemnakaian Kekayaan Daeral
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retritiuai Tempat Pelelangan
Retribunsi Terminal
Retritusi Tempal Khusus Parkic
Retrbusi Tempal Penginapen, Prsanggraban/Villa
Retribusi Penyvedotan Kakus
Retrihusi Rumah Potongan: Hewan
Retribuosi Pelayanan Pelabinlian Kapal
Retriliuai Tempat Rekreasi dan Glah Raga
Retribusi Penyebrangan di Atas Air
Retribusi Pengolahan Limbal Cair
Retibiusi Penjiialan Produksi Usabi Deeral

2 hunsetelal Perda tentang]
pertanggungjawaban APAD
disabkan

5 tahun Dhinilar Kembali

] Retribusi Perizinan Tertentu
Retribosi lzin Mendirikan Bangonnan
Retrifiusi [zin Tempat Penjualan Minuman Beralkokiol
Retribusi lzin Gangguan
Retribusi [zin Travek

3 tahun setelah Perde fertang
pectanggnogawaban APRD
disahkan

5 tahun Dinilai Kembali

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDOUNESLA

NO.

JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF

INAKTII

2

3

4 5

4} Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

2 tahun setelah Perda fentang,
pertanggungimweban APBD
disahkan

5 tabiun Dinilai Kembali

el i Per Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing [IMTA)

2 tabun setelah Perda: tentang
pertanggungjewaban APED
disalilan

B talion Dinilai Kembali

5) Bukti Penerimaan Jasa Lavanan kesehatan Masyarakat

2 tahun setelali Perda teitang,
pertanggungiewaban AFED
disalikan

5 rabun

) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

2 whunsetelah Perda tentang|
pertanggungjawaban APBD
disalikan

5 tahun Dinilei Eembali

7} Bukti Penerimaarn SKPD dari Badan Lavanan Umum

2 tahnn setelah Perda tentang
pertanggungiavaban APBD
dizahkan

5 tahun Dnnilai Kembali

&) Bukti Penerimann Hasil Pengelolazan Dana Bergulir

2 rahon setelali Perda tentang
pertanggungjawaban APAD
disalkan

5 tahun Dinilai Kembali

9} Bukti Penerimann Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank

2 tahnn setelah Perda teniang
pertanggungjawaban APBD
disalikan

Gitahun Dinilai Kembali

b

Dokumen Penerimaan Dang Perimbangan

1} Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Brkan Pajak

2 rtahun setelah Perda temang|
pertanggungjewaban APBD
disahkian

& tahmri Tiiiilai Kembali
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S
JANGKA WAKTU SIMPAN
HO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP e TR Keterangan
1 2 3 4 B
P A . 2 tahun setelal) Perds tentang| Dinilai Kembali
2} Dana. Bagi Hasil untuk Kabupaten portanmnsaban APED & fahun
dizalkan
El 2 tahun setelah Perda tentang|
Dana Alokasi Umum (DAU) pertanggungjawaban APBD 5 tahun
a 2 tabus setelal Perda tentang, Dimilai Kembali
Datrsh yang tidak Mensrima DAT pertanggungiawaban APRD 5 takrom
disghkan
] 2 tahun setelah Perda tentang,
Dana Alokaisi Khusus (DAR] pertanggungimvaban APED 5itahiun Dinildi Kesmhali
diselikan
. Dokumen Penerimasn Lain-lam Pendapatan yang Sah
2 tahun setelals Perda tentang
1} Alokasi Dana Penyesuaian pertanggungawalan AFED 5 tatrun Ditiilesi Kenbali
disalkan
2 tahun setelaly Perda tentang,
2} Dana Otonammi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolal pestangguogjawaban APRD 5 tahimt Dinilai Remhak
disahkan
2 taliun setelal Perda tentang
3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat pertanggungjaweban APBD 5 tabun Thinilai Kembali
disalikan
2 tahun setelah Perda tentang
4) Bautiian Ketangan Penerintsh Pusal pertanggunglawaban APHD & taliun Difiilai Kembali
disahkan
_. Penerimaan Hibah Yang Bersuniber dari APBN, Pemeriatah Daerah lainnya atan 2 hunsetelah Perda tentang o .
S : pertanggungjawaban APBD 5 tahun Dinlai Kembali
Sunibangan Pilik Ketiga .
disalikan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- B
JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JERIS DOKUMEN/ ARSIP o T 5T Keterangan
1 2 E] 4 5
2 tahnn setelah Perda tentang
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pertanggungiavaban APED 5itahiun Dinildi Kesmhali
disehikan
2 tahun setelal Perda tentang|
e, Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertanggingawaban AFED 5 tahun Dinilal Kembali
disalikan
I. Dokumen Pengelolann Barang Milik Negara/ Doaeral Selama barang, dimilk - Permanen
g Dokumen Pimang Daeral Selama prutang belum R Termeanen
tertagh
Th._Uokufnen F Trvestasi Selama mvestasi masih ada - Permanen
3. Delanja
, Dokumen Belanja langsung 2 tahun setelalh Perda tentang, 5 tahun Dinilai Kembali
Belanja Pegawai pemanggungjawaban APHD
Belanja Bardmg Jasa disahkan
Belania Modal
b, Doknmen Belanjs Gak ngsung 2 tahun setelah Perda tentang, 5 tahun Dinilal Kemball
Pegawai pertanggurgiawaben ATBD
Hibat disehikan
Belanja Bagi Hasil
Subsidi
Buriga
Bantuan Sosial
Bantuan Kenangan
Belasija tidak terduga
4. Pembiayaan Daeral
a, Bukl Penerimann Pembiayann 2 tahun setelah Perda tentang| & talbma Tyifiilai Kembali

SILEA
- DanaCadangan
- Dans Bergulir
- Pinjeman Daerah

- Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD

pedtanggingawaban APRD
disahkan
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Lo
JANGKA WAKTU SIMPAN
wO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP e e Keterangan
1 2 3 4 5
b, Bukd Pesgeluaran Pembiayaan 2 tahun setelal Perda. tentang| 5 tabun Fermanen
- Investasi Jangka Paijang Dalam Beatak Dana Bergulic pertanggun gawaban ATHD
- Penyertaan Modal pada BUMD ‘disaltkan
- Penambahan Penyertann Modal pada BUMD
- Pengeluaran dari Dana Cadangan
- Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakal Kecil dan Menengali (17
- Penyertaan Modal kepada Bank Perleceditan Rabyat (BPR) Milik Pemda
5. Dokilten Tenatansahaas Kenangan 5 fahum Diniled Rembal
- Surat Penyedinan Dana (3FD) 2 tahun setelaly Perda tentang
- Surat Permolionan Pembayaran (SPF) perangrungiawaban AFED
- Surat Perintah Membayar (SPM) disalikan
. Surat Perintah Pencairan Dana (SPID)
B, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 5 ralmn Dinilal kembali
Bukn Kas Umum {BE) 2 mhon serelali Perda tentang
pemanggungjawaban APED
Buku Kas Pembantu (BKP} disalikan
Ringlkasan Perincian Pengelusrin Objek
Rekening Koran Bank
i F iopal dan & istrasi
Bukti Penyetoran Pajak
Register Periutupan Kas
Bevita Acara Pemeriksaan
Laporan Realisasi Anggaran (LRAJ, Neraca, Catatas atas Laporan Keuangas (Calk,
Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)
Laporan Pendapatan Negara
Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKA Bulanan fTiwalan/Semesteran
3 tah Musiiah
2 tabun setelah Perda tentazg, m e
Diftar Gaji pertangEnng awaban AFRD
disahkan
8. Kartu Gajt Seélama yang bersanglutan 3 tahiun Diniali keribalt
d aeih jadi pegatwai
5 tahun Misnal
2 taling setelah Perda tentang|
9. Data Rekening Bendahera Uniiin Daerah {BUD} pertanggungawabam ATBD
disahikan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
10-
JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP T AT Keterangan
1 2 2 4 5
10 Laporan Keuangan Tahunat terdi dafi ; T tahun setelal Perda (eTitang, 5 tahun TPermanen
Laporan Realisasi Anggavan (LRA] peranggungiawalbian APELD
- Neraca disahkan
Laparan Arus Kas
- Cataten ates Laporan Keuatiger
D__|BANTUAN, PINJAMAN LUAR NEGERI
1. Permolwnan Pinjarman Luar Negeri (Blue Book) 1 tahun setelah Diterbitkan 3 ralran Permanen
7 Ty o
* Dokurmen Tesanggupan Negara Donor untuk Membiaya (Green Book) | tatiun setelalt Loan &talnn Pecmeiien
Agreement Ditandstangsni
3 SR
8. Dokumien Memoranchit of Understanding (MoU), dan Dokuen Sejénisnye At se“lele‘l)ne::;:i‘:).mn Gittimd Tecrerib
4. Dokunien Loan Agreemertd (PULN] sepertl - Draft Agreement, Legal Gpinion, Stural Menyurat dengan | 2 talinn setelah peganjian 5 tahun Permanen
Levder pinjaman bevikhic
" Alokasi dan Relokasi Penggunsan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana Bltalaum peteleh perieniinn Rl Dl bemelech
pinjaman berakhic
6, Aplikasi Penariken Dana BLN berikot Lampirannya ; 2 tahun setelah peganjian 5 ralran Dinilai kembali
- Reimintsement pinjaman berakhir
- Direct Paymérit! Transfer Procedure
- Special Commitmert/ L/ C Opening
- Special Account/ imprest Fund
7. 5 —— & tahun Dinilal kerball
Dokuien Otorisasi Pensrikan Dana (Payrment Acdvice) e SRS e
pinjaman berakhir
8. Dokumen Realisasi Pencaimn Dana Bantuan Loar Neged, yaitn ; Surat Perintah Pencairan Daoa, 2 talmon setelah perjanjian 3 talan Dinilai kembali
SEM beserta lampirannys; a.l. « 8PF, Kontrak, BA, dan Data Pendikung lainnyva. pinjarman bevakhic
4. Replenistonend (permintaan penarikan dana dan negara donor) Gelputl antars lam @ No Objection | 2 tahull selelah peraijian 5 tahimt Dinilal kemball
Letter [NOL). Project Implementation. Notification of Contract. Withdrawal Authorization [WAJ. pinjaman berakhir
Srarement o £ iture (ST}
] 2 tahmn setelah perjanjian 3 tahun Dinilai Kembali

" Staff Appraisal Report

pinjamen berakhir
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JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN | ARSIP Ay TR Keterangan
1 2 3 4 5
LY. Report/Laporan yang terdivi dari; 2 tahun setelah perjanjian 5 tahun Dinilai kembali
- Progress Repart ‘pinfamarn berakhir
- Murithly Report
- Quarferly Report
12. Lapotan Hutang Daerah : 5 tahun Dinilal kemball
Laporan Pembayaran Hrtang Daerals 2 mhunsetelal Perda tentang]
. pertanggungiawaban APED
Laporan Posisi Hutang Dasrah disalikan
3. ) - 2 lahun setelah perjanjian B Permanen
Completion Report/ Anmual Report pinjasan berabhis
B P
14, f vaug Bautuan/ Pinj Luar Negeri 1 tahun setelah diperbaharui TeHRiED
E |PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: Selariia masih menjalbat Ftabun Dinilai kembali
Ruasa Pengguna Anggaran
Euasa Penggling Barang/ Jase
Pejabat Pembuat Komitmen
PFejabat Pembuat Daftar Gaji
Pejabat Penandatanganan SPM
- Bendalara Penerimaan/Pengeluaran
Pengelola Barang
termasulk berifa acara serah terima jabatan
F |SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)
1. Manual Implemenasi Sistem Akuntansi Kenangan Daeral (SAKD)
Selama belur ada perubahan 2 tahun Permanen
2. Rebijakan Aknntatsi Selama belur ada perubahan 2 tahun Permsinien
3 i R r iliasi 5 tahn Musngh
Arsip Data Romputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 2 b metelat Bemfnsfestars i
pertangungawaban APRD
disabkan
ARSIP RASIONAL REPUBLIK INDUNESLA
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JANGKA WAKTU SIMPAN
RNO. JENIS DOKUMEN [ ARSIP ARTIE TNARTIF Heterangan
1 2 3 4 5
2 tafun setelah Perda: tentang
4. laporan RealisasiAnggaran dan Neraes Bulanan/ Triwulanan/Semnesteran pertangguogawaban APED 5 tabran Musnelt
disahkan
G__|PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
1. Penetapan Perinipin P;w;vekimg;ian Froyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan P 5 tahum Musnah
Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan ;
pertanggungiawaban APRD
disalikan
7. Berkas 5 (SPP) dan lamp Iy © 5 tahom Dinilai kembali
- SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPFR:SFDR-L. SPM-L8. SPM-DU. hilyet giro. SPM Bilill |2 tahun'setelah Perda tentang
Penagilian /luvoice, Faktus Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnyaal. | pertanggungjawaban APED
- Capy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank disalikan
Permintaan Pelavanarn Jasa/Service Report dan Berita Acara Penvelesaian Pekerjaan
3 tahnn sateldh Perda tentang Bitahus Wiailal kel
4. Buku Relening Ba pertanggungiawaban APBD
dizahkan
4., Keputusan Pembuknan Rekening Selama rekening masili aktr - Termanen
5. Pembuknan anggaran terdii : 5 talmn Dinilai kembali
Buls Kas Umum (BEKU), Buku Pembautu, Register dan Bulu Tambahay, Daftar Permbukuan Selama rekening masily skt
FPencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Hi Pencairan (DHP), dan Rekening Reran
H |PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
1. Derkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan den Tuges Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau 2 tahun setelaly Perda tentang 5 tahum Dinilai kembali
Pengeliaran Lainnye pertanggITEwabEn APED
disabikan
2. HBerkas Penerimaan Pajak vermasuk PPIr-21. PPh 22, PP 23, dan PP, dan Denda Kererlambatan 2 tahnn setelah Perda. temang 5 tahun Digilai kembali
Menyelesaikan Pekerjaa pertanggungiawaban APBD
disahkan
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JANGKA WAKTU SIMPAN
wO. JENIS DOKUMEN{ ARSIP o e Ketorangan
1 2 B 4 5
T |PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU
1. Penvusunan Anggaran Pilkada dan Bisya Bantuan Pemily dari APBD
2 teliun setelal Peitla fenttig i IR BTl
a. lebijakan Kenangan Pilkada.dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemiln pertanggunglawaban ATHD
disalikan
o ) 5 tahun Dinilal kemball
Berataran/Pedoman/Standay Belnajs, Pegawal, Rarang dan:dasa, Opsrasionsl dan Kostiogeost. |2 :‘;"‘t';‘ ““?l“;'?g::{i: ‘:;:gg
untuk Biava Pilkada dan Bantuan Pemilu pertanggung)
disalikan
3 n 5 b Musmall
Baban Usiilag Rencana Kegiatan dan Anggaimn (REA) Pilkada KPUD dat Padwasdd Proviosi, - ::i:: %t\ﬂe“ngmi(:g:sg
BPE, FPS, KPFS dan Periiglionan Pengajuan REA EPUD i Panwas iy
% 2 tehun setelsiy Perde tentang Siglm WAL
Berkas Pembalasan RIA Filkads dan Bantman Pemiln pertanggunglawaban ATHD
disalikan
e 5 talon Musmal,
2 tahun setelal Perda fentang
Reripina Allggaran Satuan Kerja (RASK) Fillkida den Bantisn Perili Provinsi pestangguogawalu APBLD
disahkan
k. i g . 5 rahmn Musnalt
Dokumen Rancangan Anggaran Sefuan Herja (DRASE) Pilkada KPUT dan Panwas Provingi dan |2 s setelah P"b‘ia ‘:‘;;;5‘3
Bautusn Biaya Pemiln duri APBD "e“’a‘"x“l‘.’g’f aban
. F tah Tl kemball
B 3 tahun setelsh Perde tertang - i -
Berkas Pembentukan Tlana Cadangan Pilkada pertanggungjawalan AFBD
disalikan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESLA
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JANGKA WAKTU SIMPAN
§O. JENIS DOKUMEN/ ARSIP ooy INAKTIF
1 2 B @ 5
T Fahan Rapal Rancangan Perafusan Dacrah fetang PIkads, dan Bantuan Biaya Pentls dan |20 0 S m 5 tahun Dinilal kemball
APBD ik
pestangguogawaban APRD
disahkan
i. Nota Persenujnan DPRD rentang Perda APRD Pilkada dan Bantan Biaya Pemiln davi APBD 2 tahun setelah — 5 walmom Dinilad kembali
pestanguogawaban APRD
disahkan
L) |[PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU
L. ;rkss Pelwlag:l;ﬂ?;ia:;m'a_ds;;m:uu Tangang Bondahara KPUD, Bendanara Pamvasdadan |, oot C 5 tahun Dinilal Femball
adahace pada Banitia Bllkada il pertangguogawabug APRD
ER 5 tahun Dinilal kemball
Berkas Penerimaan Rowisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jusa, Bunga, Pelaksanann # talin aetelih Penls: fatoug
Pillettaf Femitn pertanggungiewaban AFBD
disahkan
3. Herkas Betor Sisa Danna Filkada] Pemil termeasuk Setor Romisi Pengadann Burang/Jase, Rabat. 5 tahun Dinilal kemball
Bunga, Jasa Girn 2 tabun setelah Perda fentang
pectanggnngjawabas ATRT
disahkan
7. Bérkas Penyaluran Biaya Pernilu termasi dlatitaranys Bukti Transfer BAnk 5 talion Dinlled kembak
2 tahun setelaly Perda tentang
pertanggungawaban AFBD
disalikan
5. Pedoman Dolumen Penyedinan Pemibiayaan Kegiatan Operasional (PPRD) Perily ermanul 5 tahun Tiinila Fembal
Parubatiai/ Pergeseran, Revisiiiva 2 tihun setelali Parda tentang
pertanggungawaban APED
disalikan
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JANGKA WAKTU SINPAR
no. JENIS DOKUMEN/ARSIP ARTIF NATTIE Keterangan
1 2 3 4 5
K__|PELARSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILY
1. Dokurier Peayediaag Pemblayasn Kegiatan Operasional (PPEC) Pemiln termasuk 2 taluin setelal 5 talmn Dinilal kermball
Perubahan P ran f Revisinva tabun angearad berakhir
7. Tierkan Penetapan Bendahara dan Alasan Langsung Bendahara RFD D Trovinal, Panwasda dan T volam setaios 5 tabun Tinilal Femball
Pemmegariy Usng Mirks Cabang (PUMG] PPK dan Panuns digeibaliarui
1 raltan setelah UU envang
3. Derkas Periyalieas Blays Pemiln ke PP, PPS dan KPPS testasiik dishtatanys Bkt Tradsfer Bak | pertanggungiawaban APEN 5 talmn Dinflal keribali
L [PEMERIKSAAN / PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
1. Laporan Hasil Femenksann Badan Pemeksa Reuangan Republk [adoncsia atas Laporan 7 talun setelal: [y Yol Fmatll
Keusngan: ditindallanjuni
2. Hasil Pengawasan dan Poemeriksaan [nternal 2 tabun setelah S tahiun Dinilai kembali
3. Laporan Aparal Pemeriksa Fungsional; 7 talun setelal 5 tahun _— -
& LHP(Laporan Hesil Pemeriksaan) LiElel el
b, MHP (Memotandum Hasil Pemeriksasn)
c. Tindak Lanjui/ Tanggapssn LHD
4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Deerall: D talun setelah tagiban T i el Dinilal kembell
A, Tammtan Perbendaharaan imntmtan perbendabaraan/ p Y M
Ganti eHAARArAAN/ | o kewajiban habis
b, Tuntutan Ganti Rllg‘l tuntutan ganti rugi dilunasi =
1 PEMERINTAH DAERAH KOTA
. |RENCANA ANGGARAN PERDAPATAN DAN BELANJA DAERAR (RAPED) DAN ANGGARAN
5 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-F)
T Peritsiman Priontas Flafor Anggaramn (PPA]
ebhaken Ui, Remmira, Strateg dam Broriay o
. - Dokumen Reicans Kega Pemerintah Daeral [RKPD) Alabum _EE"?Z"_' i 3 taliun Permuanen
Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) AT, LA
Tokumen Rancangan Kehliakan Umum Anggaran [KUA) yang Wik dlbahas bersama antara 3 tahun setelah talun — -
= a2 eml
Y PRI dan Pemerinteh Daciih berakhir it Dinilas fiembali
ARSIP NASIONAL REPUBLIE INDONESIA
16~
JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP ST TNARTIF Motnrangas
1 2 F 4 5
2. KUA beserta Nota Kesepakatannya Vel PP [T A takiun Dinllai Kembali
anggaran berakhir
4. Dokuiuen Rancangan Prioritas Plafon Angguras Sementara (PPAS) 2 taling setelah talm, 3 tabin
) T tabun setelah tabun - .
Nota Ke: t; PPA
&, Nota Hesspaktan e i 3 taling Difiilai Kembali
2
' Prifitas Plefon Anggaran #tahun setelah faliin 3 tahun Diillsi Remball
bevakhir
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Keia Perangke Dasral [REA-SKPO]
. Dokuinen Pedoman Penvusunan REA-SKPD vang telah disetujui Sekretaris Daeralt 7t Ee_wbl:fs ;:]"i:_“’ 3 tahun Dinilai Kembali
I, okuimen REA-SKPD F el el atim, 3 tahun Dinilai Kemlsali
anggaran berall
3. Penvampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah k_e@ada Deavan Pecwakilan
. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Dacrah RAPBD: N
- Nota Geusngan Pemerintah b :“‘;;“T:LE:;‘“ # taling Permanen
- Materi RAPBD g
- : - -
. sl Pebahasan Reneana Anggaran Pendapatan don Belanja Dacrall [RAPBL] oleh Dewan Zalun setelal tlin 3 tahan e Beradli
Petwakilan Rakyat Taersh (DPRD) dan Pemerittah Dacrah beraklir
e, Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala: Dasrali tentang Raperda APRD mlem EE“:’LE’T"“ 3 tahun Permanen
ol
d. Dokumen Rancangan Penjibaran APBD beserta lampicaamys *tahun sotelah taen 3 talran Permenen
e, Benyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAFED heserta Penjabaraniya 2 tahun s"'ﬁ:" ;:lf““ 3 rabun Fermenen
rakliy
f. Hesil Evaluasi Gubernur tensang RAPBD ¥ i Safeldh Iafniy 3 tahun Permanen
berakhir
@ Penelapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabaransva I E“’;::_‘ T 3 tahun Permanen
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JANGKA WAKTU SIMPAN

wo. JENIS DOKUMEN/ ARSIP =T T g
1 2 3 5
. Peraturan Dueral) (PERDA) tentang APBD #eut SSpen fatim 3 tabrmi Permanen
anggaran berakhir
5 Augparan Pendapatan dan Belanjs Daerah Perubatian [RAPB ]
. Penyusunan Priositas Flafon Anggaran Perabahan
1) Hebijaksan Umum. Renstra. Strategi dan Frioritas Perubahan vl aealh el . N
- Dokumen Rencans Kerja Pemerintah Daerali (RKPD) anggaran beraklin ar rnEnen
- _Dokumen Rencana Rerja Satuan Kerja Pemerintali Daerah (Remja)
Tokmen Rancangan Eebijakan Gmuot Anggaren (KUA] Perubaban yang telah dlbahas 2wl setelah wlon -
3 ; 3
% bersama antara DPRD dan Pemeritaly Dasrah anggaran beralchin Sfdlemn Dbt Kemball
3) KUA Pesubalan beserta Hota Kesepelatannye 3 talun setelah talun f— Dinilai Kembali
— 3 ahun setelah tabun R
4} Delumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementaia [PPAS] Perubahan anggaran berakhic 3tabun Dinilai Kembali
5) Hota. iesepakatan FPA Pevubiahan TG Bl [T, 2 tahur Diniled Kenilsali
beralhin
&) Prioritas Plafor Anggaran Perubahan TS BT [T 3 tahun Dinilai Kembali
anggaren berakhir
b Penvisnnan Renpans Keqa Anggren Satian Kerjs Perangkal Dacral [RIA SKPD)] Perabalan
;) Delamen Pedoman Penyiannan KA SKFD Periibalian yang (elah diseiu Sckretars Etahun seiclah tabnn P Y
Daerah be ekl
2) Dokumen REA-SKPD Perubahan Acnalun satelal talom, 3 talnur Dinilai Kembali
anggaran beraklhir
= Pefvampaian Rancanga Anggaran Pendapatan dan Belanjs Dnérali Perubshan kepada Dewarn
Pengantar Nola Reuangan Pemerintal dan Rencangan Peraturan Daerah RAPBD Perubalmn: |
1) - Hots Keuangan Pemerintak T “}ebl:h Ehi‘_“’ 3 tahun Permanen
- Matesi RAPRD SgRTan. BT
~ P Porabaliasen FeeAtn Anggaren Pendupalan dan Beloi Dacsall [RAPB) Perbaian 3 tabiug setelah tabms P F—
2) blels Dewan Perwalilan Rakyst Dasrah (DPRD) dan Pemierital Dies bk i

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESLA
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JANGRA WARTU SIMPAN -
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP T AT Keterangan
1 2 2 4 5
3y DT P A LeraaTia AIAr BRI Gan ReFls Daerh (aniang Raperas APES % taiun setlal tahin ek FR—
Perubahan beralkliin
4) Dolkwmen Sancangats By APBD Perubahan beserta lampiran VGluT Pepiil finm 3 il PSS
anggaran berakhir
= = : 5 = g 7
o Peovampeisn Penndbonan Evelas Eepad OLbe iy uiang RAPED Perababan heserin T aliu secelal G P— —
penjabasaniya bevalkhir
6) Heisil Bvalissi Guberniir teiitiiig RAFBD) Periibilin Wteliuu netelbh bl a talim Permerien
aviggaran berakhis !
7) Pevetapan Perda APBD Pernbatian olsh Gubesnur beserta Perijabaraniya Yehuo s“elb:_"’ ;‘;lf““ 3 tahun Permanen
salhic
2 tahun setelal talwm i
8} Peraturan Daerals (PERDA) fentang APRD Perubahan e 3 tabun Permanen
B. |PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Muis ah Rencana F [Musrenbang) kecameatan T BTl Palmh 3 tahun Dinflal kerdball
bevakhir
o PP—— ] — T tahun setelah taiun P— P
Y berakhic
2 Ranpanpan Daknmes Pelaksanadr Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretacis Dasah %tahun “‘t_‘" ;;1}““ &ty Dinilal keriball
salhir
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang, ‘telah disalikan olsh Pejﬂbﬂl P(-ngclola Tteuangan| 2 tahun setelah talon B 2 i "
Daeels (278D el 3 tahun Dinflal kembal
C. PELAKSANAAN ANGGARAN
2 tatiun setelall perda tentang
1. Suxat Penyedia [ana [SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, 7U, L§ pertanggunglawaban ATAD 5 tahun
disalikan
2 _Pendapatan
& Pendnpatan Al Dacrali
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JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP AKTIF TNARTIF Keterangan
1 2 3 4 35
1y Sturat lietetapan Pajak Dasrali 7 tahin seteldl pards temtang
pertanggungjeweban APBED 5 rabun Dinilal kembali
disalikan
2) Surat Setoran Pajek (S8F) Daerah, antard lain: 2 whunsetelah perda tentang,
- el Totel pertanggungiawaben APBD 5 tahun Dinilal kembali
_ Pajak Restoran disahkasi
~ Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Peneranpan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan
_ ‘Pajak Parkir
- Pajak Air Tatiah
- Pajak Sarang Burung Walet
_ PEB Sektor Perdesaan dan perkotaan
- Béa Perolelan Hak atas Tanah dan atan Banghnad (RPHTE)
- Pajak Kendasn Bermator
3 tatun setelaly perda: tentang
3] Suirat lietetapan Retrilinsi Dasrah pertanggnngiawsban AFRLY 5 takiii Tinilai Rerihali
disshkan
4) Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain: 2 tahus setelalperdsa entang 5 fabun Dinilai Kembali
o) Retujbiai Jess Ui pertanggungawaban AR
Retribusi Pelayanan Kesehatan I
Retribusi Pelyanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi Penggantian Bioya Cetak KTF dan Akte Catatan Sipil
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabnian Mavat
Retribnsi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umam
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengnjian Kendaman Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kehakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
by RetyibugiJasa Usaha 2 tatvun setelalperda tentang, 5 ralran Diniled Kembali
_— ) pertanggungawaban APRD
Retribosi Pemakaian Kekavaan Daerah Aiashilkan
Retribusi Pasar Qrosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
ARSIP RASIONAL REPUBLIK INDONESLA
20
JANGKA WAKTU SIMPAN .
RO. JENIS DOKUMEN { ARSIP AKTIF TNARTIF
1 2 3 4 5
Retribusi Tempat Ehosus Parki
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
Retribusi Penyedotan Kakus
Retribnsi Rumah Potonng Hewan
Retribusi Pelayanan Pelabulian Kapal
Retribosi Tempat Bekreasi dan Olal Rags
Retribusi Penvelirangan di Atas Afr
Retribusi Pengolakan Limbali Cair
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dasral
] Retribusi Perizinan Tertentu 2 tahun setelah perda. temang| 5 tabun Dinilai Kembali
Retribusi lzin Mendirikan Bangusan pertanggungiawaban APBD
Retribusi [zin Tempat Penjualan Minmnan Beralkohol dizahkan
Retribusi zin Gangguan
Retibusi [zin Travek
2 tahun setelal perda tentang
dy Retribusi Pengendalian Lalu Lintas pertanggungiawalian ATBD 5 ralman Dimilai Kembali
disalikan
2 tafun setelal perda: tentang
e] Retribusi Perpanjangan lxin Mempelketjakan Tenaga Kerja Asing [IMTA) pectangguogawabag APRD 5 tahiini Tinilai Benhali
disahkan
2 tahun setelall perda tentang
5) Bulkti P Jasa Layanan: Kesel Mazyarakat peranggungawaban AFRD 5 tabran Dinilai Kembali
disalkan
2 tabun setelah perda tentang
6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kek Daerah pertanggungiawaban APRD 5 talymi Thiitilai Kembali
cizahkan
2 tahun setelali parda tentang
7} Bukti Penerimaan SKPD dan Badan Layaman Umoom, pertanggungawaban ATBD 5 rabun Dinilai Kembali
disalikan
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JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP T INAKTIE Keterangan
1 2 3 4 s
2 tahun setelal perda tentang
&) Bukti Penerimann Hosil Pengelolann Dana Bergulir pertangungiawaban APAD & tahun Dinilai Kembali
disahkan
2 tahun setelaly perda tentang
g} Bukti Penertmann Bungs dan stau Jasa Giro pada Bank pictanggn ngjawaban ATRD 5 takiin Dinilai Rembali
disehkan
. Dokufen Penerimann Dana Permbangai
2 tahun setelah perda fentang
1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dati Pajak dan Bukéan Pajak pertanggungiawaban APBD Eahun Dinilai Kembali
disehkan
2 tahun setelah perda tentang
2) Dana Bagi Hasil untuk Ko pertanggungiawalian ATED 5 ralan Dinilai Kembali
disalikan
2 tabun setelal perda tentang
3] Dana Alokési Umitm [DAT] pectanggngawaban APRD 5 takvan
disahkan
2 tahun setelah perda tentang
4) Deerah yang tidak mex pertanggungawaban APBD 5 tabun Dinilai Kembali
disaltkan
2 tahun setelahperda tentang
) Duna Alokasi Klmsus (DAL) pertanggungiewaban AR 5 b Dinilai Kembali
dizahkan
¢, Dokumen Penerimans Lain-lain Peudapatan vang Sah
2 mhonsetelal perda tentang|
1} Alokasi Dana Penvesuaian pertanggungawaban AFED 5 tahun Dinilai Kembali
disahkan
ARSIP RASIONAL REPUBLIK INDUNESLA
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JANGKA WARTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP o TNARTIF Motnrangas
1 2 3 4 5
2 tatiun setelal perda tentang
2} Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah peranggungiawaban ATELD 5 rabun Dinilei Kembali
disalkan
2 tabun setelal perda tentang
3} Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pertanggungiawaban APRAD & talinz Diitilai Keabali
disahkan
2 tatiun setelali perda tentang
4 Bamtuan Kevangan Pemerintah Provinsi pertanggungiawaban AFBD 5 rabran Dinilai Kembali
disalikan
. a Py sveri N — 2 whunsetelah perda tentang,
5y Pererimaan Hibah Yang Bersumber dari APEN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan petonamangianaban AP & tatr -
Pihak Ketiga
dizahkan
7 tahin setelal pards temtang
d. Sural Setoran Bukan Fajak (3SEF) pertanggungjawaban APBD 5 tahumn Tinilai Kembali
dizahkan
2 rahonsetelah perda tentang]
e, Fenerimaan Sisa Lebil Pechitungan Anggaran (SiLEA) pertanggungjawaban APBD 5 tahun Dinilei Kembali
disalkan
f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Nepara/Daerah Selama barang dimillk] - Permansn
N Belama piutang betum R
g, Dokumen Piutang Daeraly tertagih Permeanen
h. Dokumen Pengelolaan luvestasi Selama investasi masih ada = Permanen
3. DBelanja
- Dokgmen Felans Langsnng 2 talian setelal perda cetazg
L, Hegm pectanggungawabas APRD 5 takimn Dinilai Remhali

Belanja Barang Jasa
Belanja Modal

disahkan
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JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP THATF Keoterangan
1 2 3 4 5
b, Dokumen Belanja Tidak Langsung
Pegawai
Hibah §
3 " i 2 tahiun setelal parde tentang
Belarfa Bagi Hasl pertanggungawaban APED 5 taliun Uinilai Kembali
Subsidi .
disalikan
Bunga
Bantuan Sosial
Bantuan Kenangan
Belanja Tidak Terduga
F. Pemibiavaan Dasrah
=, BUKG Peneriis Pembiayean
- BiLPA
2 tahun setelal perda tentang
- Dana Cadangan pertanggungiawaban ATED 5 tatmn Musnsl
- Dana Bergulir di
- Pirjanan Dastah isalkan
- Pengaliban Pintang PRB-P2 mienfadi PAD
b, Bukti Pengelnaran Pembiayaan
- Investasi Jangka Panjang Dalar Bentuk Dana Bergulic
- Penyertaan Modal pada BUMD 2 rahon setelali perda tentang|
- Penambahan Penyeriaan Modal pada RUMD pertanggungiawaban APBD 5 tahun Permanen
- Pengeliaran dari Dana Ca disallkan
- Pemliavean bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMEM]
. Penyertaan Modal kepada Bank Peskreditan Rakyat (3PR) Milik Pemerintah Daerah
Dokiirien Penatausatiaan Keuangan
Surat Penyediaan Dana (SPD) 2 tahun setelah perda lemang
5. - Surat Permohonan Pembayaran (SPF) pertanggungiawaban APED 5 tahun Dinilei Kembali
Sural Perintah Membayz (SPM) disalikan
Surat Perintah Penecairan Dana (SP20)
©, Pertanggnogjawaban Penggunann Dana
- Buku Kas Uium [BKU)
- Buku Eas Pembanto (BEP|
- Ringkesan Perincian Pengelusran Ohjek 2 tatiun wetelan peme centaig
- Rekening Koian Ban ) ) pertanggunglawaban APBD 5 tabun Dinilai kembali
- ben o disalikan
- Bukti Penyetoran Pajak
. Repister Penutupati ks
- Berita Acara Pemetiksaan
ARSIP RASIONAL REPUBLIK INDUNESIA
=24
JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP T T Keterangan
1 3 4 5
AT ST RTINS T AT T T T o T T TeTTESTCRTS
[ysta Brmnwier ATI
- Laporan Pendapatan Negara
- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA] Bulaman/ Tiwulan
7 tahun setelali parda tetang,
7. Dattar Gaji pertanggungiavaban APBD 3 tahun Musnah
dizahkan
8. Karm Cajl Selaima yuiig bersanglutan 3 atrn Diniali kembali
masily pegawai
2 tahun setelah perda temang
9. Data Rekening Bendahara (mum Daerah (BUD} pertanggunglawaban APBD 5 tahun Musnaly
dizahkan
9. LspLD:an Km;:n:iu T;hunsm lelf]%‘:dm1 : 2 tahun setelaly perda tentang
[ paoran Reshaal Anggaea (LRa) pertanggungjawaban APHD 5 tahun Permanen
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLli) d "
D. |PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERL
1, Permalionan Pinjaman/Hibali Loar Negeri (Bl Book) 1 tahun setelah Diterbitlan 2 talioi Permanen
. — 1 tahun setelals Loan
. ; i r S ]
2, Dokumen Resanggupan Negara Donor untuk Membiayal (Green Baok) Agreement Ditandstangani tahun Permansn
N S
3. Dokumen Memorandum af Understanding (Moll). dan dokumen sejenisnya “ mhun Satlal RGaTE 5 tahun Permsnen
plnjasan berakhir
Dokumen Loan Agreement (FHULN) seperti : Drafr Agreement, Legal Opindon. Sural Menyurar dengan [ 2 lﬂ_h.urf setelah perjanjian 5 rakan Permaren
Lender pinjaman beralkhir
5. Alokasidan Relokasi Penpgunsan Dana Luar Negert, amtara lain: usulan luneuran dana 2 tabun seielab perjanian 5 fahun Dinilal kembali
pinjaman beraklir
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JANGKA WAKTU SIMPAN -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP e AT
1 2 E] 4 5
“Aplikasi Panarikan Dana BLN berikul lampiranmya |
- Relnbursemert 2 tahun setelah perjanjian
6. - Direct Payment/Transfer frocecre .. b L skj}. 3 5 tahun Diuilai kerbali
- Special Commitment/ LG Opening lmjaman berkdie
- Special Accotmt/ fmprest Fursd
7. Diokitmen Ototisssst Peniarikan Davia (Payrnent Adiics) 2tebun petelsh perenian 5 talii Diiiled kerbeli
giinjamun berslhir
Dokumen Realisasi Pencaivan Dana Bantuen Luar Negen, yaitu : Sural Perintah Pencairan Dana, 2 tahun setelah pecjanjian - =
8 SPMbeserta lampirannya. a.l. : SPP, Kontrak, BA dan data pendukonp lainnya. pinjaman berakhir 5 tahun Diallal kewbal:
o, Replenishment (Vermilntaan: Penarikan Dana das Negara Donor] meliput antara lain : N0 Objection | 2 talian setelali perjargian T e besalt
Letter [NOL), Project Implementation, Noti n of Contract, Withdrawsl Authorization (WA, pinjaman beralhir Hallnt
101, Staff Appraisal Report aln serelab perjanian 5 rakmn Diiilei, Rernbsai
begakhir
‘Report { Laporan yang terdiri dari:
. = Progress Report 2 tahun setelah perjanjian -
1. : = B tal lai kembali
YL Moty Report pinjaman berakhiz Tu Wiad iy
- Quarterly Repoit
Laporan Hutang Daerah : 2 tahnn seteldh perda tentang
12 . Laporan Pembayaran Hetang Daerah pertanggungjewabin ATBD Sitakiun Dinilai Kembali
Laporan Posisi Hutang Daerah disehkan
R . 2 tahun setelah perjanjian .
3. Completion Report/ Aramal Report e T Permenen
4. Perats yang Vg Hibah Luar Negeri 1 tahun setelah diperbaharui Permgnen
E. |[PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
1. Keputusail Kepela Dserall tentang Penetapan:
Euasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Harang/Jasa
Pejabiat Perbunt Komitmen
Pejabat Pembuar Daftar Gafi Selama masihmenjabar 3 talan Dinilai kembali
Pejabiatl Perandstangs unn SPM
- Bendahara Penerimaan/Pengelaran
Perigelols Barang,
termastk berita acara serah terima jabatart
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2W/-
JANGRA WARTU SIMPAT
RO. JENIS DOKUMEN/ ARSIF AKTIE TRATTIT Keterangan
1 2 3 4 3
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAHD)
1. Manual mplementasi Sistemn Akuntansi Keuangan Daeraki (SAKD) Sélana belnm ada pernbahai 2 takion Perméien
2. Dokumen Rebijjakan Akuntansi Selama belum ada perubahan 2 tahun Permanen
2 tahun setelah perda fertang
3. Arsip Data Komputer daz Berita Azarn Rekonsilissi pertanggnngiawabin AP Stakiun Musnah
disalikan
2 tahun setelah perda temtang
4 laporan Realisasi Anggaran dan Meraca Bulanan/ Triwulanan/ Semestesan perangrungawalan ATED 5 talman Musnal
disalikan
G. |PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
2 I
Surat Penetapan Perimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendalmsa, atas Penggnmosn Anggaran 2 tahun setelab perda tentang
1. Kegi. . £ permanggungiawalbian APELD 5 raltan Musnal
giatan Pembantuan, lermasuk Spesimen Tanda Tangan "
disalikan
Berkas Permintaan Pemk (SPP) dan lampi 3
. Ezﬁﬁﬁl:—;}lgpsnﬁmm Feringian Pergginaan Dane, SPPR-1S, SPDRL SPM-AS BON- | i ceniang
4. e Y d o jawalsan AT 5 rahm Dinilai kembali
Penagilian/Invoice, Fakiur Pajak, Buku Penerimaan Kas/Bank beserta bukti pendukungmmys a.l. pen ﬂﬂggl;lﬁl:“l:: Bl " " embat
: copy Paktur Pajak dan Nota Kredit Bank alrkan
Permintaan Pelavanar Jasa/Service Report dan Berita Acars Penvelesaian Pekerjaan
2 tahun setelali perda tentang
3. Buku Rekening Bank pectangnogawaban APRD 5 takvan Dinilsi kenbali
disetrkan
4. Keputusan Pembukuan Rekening Selamn rekening masih aker Permsnen
PerahLikuAn AUgEATan [erdi ©
5. - BokuKas Umum [BKI), Bukn Pembantu, Register dan Bnku Tambahan, Seluime rekening masily aktil 5 taliun Dinilei kerabali

Daftar Pembukuan Pencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himponan Pencairan (DHP), Rekening
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JANGKA WAKTU SIMPAN
O, JENIS DOKUMEN/ ARSIP - i Keterangan
1 2 E 4 5
H. |PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
e " = st ; P ¥ 2 taliun setelal perda tentang
1. ]:*”“‘S el dan Togas Pembantuan termasak Dasa Sisa atau pertanggungawaban ATED 5 talran Yoo, ksl
ngeluaran lainaya :
disalikan
" N 2 tahun setelalperda tentang
Jeas T P Jc PP 21, PPh 23, PPLZ3, dan PFo d el damba -
g, pestas Tensriast Pelsic tarmastic PP 31 FITL 22, FPLAR, dan P dan Deady TSeasabaiad | ovtanggungiawaban APRD 5 talma Dinilal kesbal
velesaikan al disabkan
I.__|PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU
1, Penyusunan Anggaran Filkads dan Biave Daniuen Penily Dac APBD
% tahun setelal perda tentang)
A, Kebijjakan Kenangan Filkada den Penyusunen Anggaran Bantuan Pensla pertanggungiawaban ATED 5 tahun Permanen
disaltkan
|, Permtman/ Pedoman/ Standat Rebirjs Pegawai, Rarang dan Jasa, Operasionsl dan Karitingensi % bafieon el "‘:‘l" ‘:;}';E’)‘g st .
" untuk Bisya Pilkada dan Bantuan Pemilu PhihoggtogEEbad ATH] g TR
disahkan
. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RA) Pilkada KPID dan Panwasda Kota. PP 2 l‘“_‘_"" setelal "_&‘L“i:?;;"* - —
“ PPS, KPPS dan Panwasda, Permelionan Pengajman R4 KPUD dan Pamvas ber ‘”ng‘;?ﬁﬁ::‘:"" 2 taliun usnal
2 tahun setelahperda tentang
d. Berkas pembahasan REA Filkads den Bantuan Pemnilic peTtanggungawaban APBD 5 taliun Musmal
dhizahkan
2 tehun setelali pards tetang
e. Rencana Anggaran Satuan Eerja (RASE) Pilkada den Bantuan Pemilu Kota pertanggungawaban APBD 5. taliun Musnal
disalikan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
28~
JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP AKTIF INAKTIT
1 Fl 3 a H
o ooy > . 2 whonsetelah perda tentang,
Dokumen Rancangan Anggaran Safuan Rerjs (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kofa dan :
f. Ba Riaya Pemiln dard APED pe:tanggm}awaban ATBD & tahun Musnaly
o - disalkan
2 tahnn seteldh perda tentang
g Berkas Pemberitukan Dana Cadstigan Pilkada pertanggungjawaban APED 5 tahun Dinilal kembali
disalikan
Eahan Repat Rancaugsn Peraturen Dacrah testang Mlkada, den Bantung Biayn Pemilydaxi |2 Pbosemelaliperda temang
b onn & . 4 portanggungiawaban APHD 5 talna Dinilai kembali
disahkan
2 tahnn setelah perda tentang
i. Nota persetujuan DPRD tentsnig Perda APBL Pilkada dan Bantuan Biava Pemilu dari APRD pertanggungawaben ATBD 3 taliun Dinilal kerdball
disatikan
J. _ |PELAKBANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU
2 tahnn seteldh perda tentang
Betkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsuag Bendéhara KPUD, Bendahara Panwasda dan | - . ’
L Bendahara pada Panitia Pilkads dan Pemiln pertanggungigwaban APBD § taliun Dinilal keniball
disalikan
Berkas Penerimaan Komisi. Rabar Pembayaran Pengadaan Jasa. Bonga, Pelaksanasn 2 tahun setelsh perds tentang . .
A - pertanggungawaban APBD & taliux Dindlal kembali
Pilkada/Pemilu .
disalikan
N y . - . 2 tahun setelali perda tentang
P ; . e — b i
N E:ﬂ? z:e;:r s::adanal)].kednf?emﬂu termasuk seror komisi pengadasn barang/jase, rabat, it alHeehad AV 5 tation -
e disalikan
2 tahon setelah perda tentang|
4 Herkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk disntaranys Buk Transfer Bank permanggungjawaban ATED 5 tahun Dinilai kembali
disalikan
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JANGKA WAKTU SIMPAN
No. JENIS DOKUMEN/ ARSIP e N Keterangan
1 2 3 a 5
Pedoman Dokumen Penyedinan Pembiayaan Kegiatan Operastonal (PPKD) Pemils termasuk % mhamamselal pendasenyg
" e o B pertanggungiawaban AFAD 5 taluam Diilai kembali
rubahany/ Pergeseran/ Revisinya "
disalkan
K. _|PELAKSANARN ANGGARAN OPERASIONAL PENILY
Dokumen Penvediaan biayaan Kegiatan ( ionial [PFKO) Pemily termasnk 2 tahun setelah tahun - P "
1 Pernbahan/ Pergeseran Revisinya anggaran berslshiv 5 tolun Pinilal kemball
., Derkss Penétapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Fota. Panwasda dan . R ; "
e Gomeapom Ty Mtk Batbung 0y T due erteny 1 tahun setélah diperbaharui 5 tahun Dinilai kembalt
1 tahin setelah T tentang
3. Terkas Tenyahuran Blaya Pemilu ke FUK, PPS dan KUPS rermasuk diantaranya Buks Transter Bank | pertanggungiawaban APBN 5 tahun Dinflai kembali
dizahkan
1,__[PEMERINTAHAN DESA
1. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanis Desa. 2 wahun setelah talmm 3 tahun Musnah
" anggaran beraklir
2. Program [eija Pemerintal Desa. : 2 tahun setelab talm 3 tahun Dinilai kemlb
a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa anggaran berakliv
b. Rercina Kerja Perangkat Ness
. 2 tahun setelah talmn .
; 3 P
3. Deliimes Aoy Peniapetan deii Bellijia Dss. s talii Peittéiiien
4. Tinktl Pongotan Tesa Atabun nctelah tohun  talvod Misnali
i anggatan berakhit
5. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa 2 tahun setelah serah terima 3 rabrun Permanen
a B Desa tentang Pembehasan Tanah Kas Desa
. Pemohonan terfang Permbebaso Tanah Kas Desa
o, Hasil perserjuan/ eapar
d. Rekomencasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tansh
f. Persetnjuan Bupatitentang lissil musyawaral hatga tanah kas Desa
g Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa
h. Pembelian Tanah Pengaanti
i Musyswarah tanah Hak Milik entuk dibieli menjadi perigganti
J. Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah

ARSIP RASIONAL REPUBLIK INDONESLA
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JANGKA WARKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP —menr | ammE ]  Kettrmgan
1 F] 3 3 5
T Pelepazan Tanall Fak NOTE menjadl as Desa
% Tokumen Perjaniian Sewa Tanah Ras Dema Bl miels el T0 oo Timfial Femball
7, Bewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi
1, Sewa Tanah Kas Desa bernbah fungsi
1) Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa
2) Penawaran dari Penyewa
3) Rekomendasi Bupati tentang ffin penyewaan tanali kas Desa
4) Permolionan [fin Gubermar
5) ljin Gubermr
7. Dolumen Ferubaban Perntukian Tanah Kas Desa Selama masih berlakn 7 tabm
s, Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah las Desa
s, Rekomendasi Ppati tenting persetnjuan pembebassn mnah
e, Tjin tertnlis Gubernsr
8. St Tedvidakn Ketangini Tepal Dési diin Paioing e astelkh tatun, 3 takiin Dinilsl keinbiali
anggaran berakhir
9. Laifi-Jaln Pridapatan Asli Tiesa Rtalyun geleinh labum 2 talym Tinilal keeriiball
berakhir
0. Pembuknan Kas Desa ‘Selams masil: berlak b Tinial kembal
a Hiko Kas Umnm
b Buku Baritu Pengéluaran
11. inkel Tedgetnams Kenangas Kas Désa Faliug setclah lalum 3 taling Dinflal keribali
aviggaran berakhit
- . 7 Tl setelah ks -
12 Lapotan Keusnigan Kas Desa . 3 tabiin Missmali
. 3 tahun setelah tahun
13, Pertanggnngawahan Kepals Desa (Laporan Kenangan Talimman Desaj argpatan bl 1 tahmn Permanen
M. |PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
£ s i e i 2 el 2 .
| Laposau Hasil Pomeriisann Badin Perieriisn Kelangan RepubL [ndonesa alas Laporan 7 tahun setelah & b Dol bl
Kenangan aitindaklaniut
L —— # I Al 5 tahun Dinfle kexmall
ditindaklanjuti
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JANGKA WAKTU SIMPAN

Fo. JENIS DOKUMEN/ ARSIP

AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
Laporan Bparal Pemeriksa Tingsional:
a. LHP {Laporan Hasil Pemeriksaan) 2 talun serelals . .
3 b, MHP (Memorandum Basil Pemeriksans) ditindekleniuti Baliam Hivilet hemilinld
e, Tindak Lenjut/ Tanggapan LHP
7, Tokumen Feryelesaian Eeragion Dazral: 3 Tahim oefelah tagihan

2 tahun setelah hak

a. Tuntutan Perbendaharaan tumtutan perbendaharaan,’ et N Diiilai kembali
b. Tuntuten Ganti Rugi b gt i At | A SRS Habis

m PEMERINTAI DAERAH KABUPATEN

A, |RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN
[PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH FERUBAHAN (APHD-F)

1. Penyusunan Prioritas Plalon Anggaran [PPA]

ehijakan Uiy, Renstia, Strategl dan Priotias
& - Dokumen Rencana Rerja Pemarintah Dasrah (RKPD)

Dokuuten Rencans Kerja Setnan Kerjs Pemerintah Daeral (Renjs]

2talin setelah talin 3 tahun Permanen
anggaran berakhiv

Dokurmen Kebfakan Umur [RUA] vatg telalt ibalis bersams antara T tahun setelah talun 3 tahun Dinflal keraball

~DPRD dan Pewerintah Daerab anggaran berakhiv

v

2 tahun setelah tahun 3 tahum Dinilai kembali
anggaran berakliv

2 tuhun setelah tahum 2 tabmom Dinilai kembali
angparan berakhi

a

KA beserta Nota Kesepakatannya

e

, Dokimen Rancangan Frioritas Plafon Anggaran Bementas (PEAS)

2 tahind getélah talmn 3 tahun Dinilai kembali
anggaran berakhis

2 tahun setelah tahun 3 tahun Dinilai kembali
anggaran berakhiv

@

Nota Kesepakatan PEA

f. Prioritas Plafon Anggaren

ks

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerje Perangkat Daeraly [REA-SIFD)

2 ] & i1
& Dokumen Pedoman Penyusunian REA-SKFD yang telaly disetujui Sekretaris Daerahy < tahun seielah tahun tahun Dinilat kexball
" : anggaran beralhis
T G setelal tali 7 tali Diaila Ermball

b Dokumen REA-SKPL anggaran beraklir

ARSIP RASIONAL REPUBLIK INDONESLA
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JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP ARTIF INAKTID
1 2 3 a H
3 Penyatmipaian Rancangan Auggaran Pendapalan dan Belanja Dactal kepads Dewan Perwalkilan
Rakyat Daeral (DPRD]
Pefigpntar Note Keunngen Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daeral RAPBL: 3 tahun Permanen

2 rahun setelah talmm

a. - Nota Keuangan Pemerinrah anggaran berakhin

- Materi RAFBIY

Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (RAPBD) oleh Deswan 2 tahun setelah talmm 3 tabun Dhnilal kembali
" Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Dagraly anggaran beraklis

=3

2 tahun setelah talnn 3 tahun Perm
Anggaran beskiv

o

. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daeral tentang Raperda APBD

2 tahun setelah talun 3 tahur Permanen
anggaran berakhiv

. Dokuinen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampireniys

2 tahun setelah tahun 3 tabn Permanen

anggaran berakliir

2 tahun setelah talmn 2 tahmri Permanen,
anggeran berakhir

@

Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubsrnur tentang RAPBD heserta penjabarannya

Hasil Evaluasi Grbernor tentang RAPBTY

4 tahun setelah tahun 3 tahun Permansn

Penetapan Perda APED aleh Gubernur beserta Penjabaranoya !
aviggaran beviikhic

4

2 tahun setelah talin 3 tahun Permanen
anipgaran berakhic

Peraturan Deerab (FERDA) tentang AFED

4. Anggaran Pendapatan den Belamja Daerall Perubahan [RAPE D]
a. Penyusunan Prioritas FPlafon Anggaran Perubshan

1) Iiebijakan Uminm. Renstra. Strategi dan Prisritas Perubahan 3 talitin Tirilsi Keinibali

2 talimm setelah talnun

- Dokumen Rencana: Keija Pemerintaly Daeraly [REPD) anggeran bersklic

- Diokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintal: Baevah (Renja)

2) Doknmen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUAJ Perubahan yang telah dibahas 2 tahun setelah talmn 3 rabun Dinilai kembali
bersams antara DPED das Pemerintal Daerah anggaran beraklic

3) KUA Perubahan heserta Nota hesepakntanmya 2 taln setelah talmn 3 tabun Tinial kemball
anggaran beraklic

H it Bammmeman Debniene Dinfan A namn s S non (BENST Dbk 2-tahun setelah tabn. 3 tahun Dinilal kemball
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JANGKA WAKTU SIMPAN
HO. JENIS DOKUMEN/ARSIP e o Keterangan
1 3 3 4 5
il o nggaran beraklin
5T sota Kesepakatin PPA Perubaban b seteli tabn T Al Tnfal kemball
anggaran berakhir
C—— T —_—" 2 tahun VSE[F]R]VI laJTn 3 tahun Dinilai kembali
aviggwitan behi
. Penyusunasn Rencana Kerja Auggaran Satuan Kerja Perangkal Daeral (RKA-SEPD) Perubaban
1) Dokimen Pedoman Penyustmnan RRA-SKPT) Pertibahan vang telah disetujui Sekretaris 2 tahun sstelah tabum 3 tahim Dinilst kerbali
Daeraly anpgaran beraklir
2] . 3 inil
T —— 7 et setelah ol el Tinfial kemball
anggaran berakhir
. Penyampaian Rancangen Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Perubahan kepade Dewan
Permikilan Rkyal Dasral [PRD)
Pengantar Nota Keunngan Pemerintali dan Renwanigan Peraturan Dserals BAPED Perubolians | oo 3 tabun Permsren
1) - Nota Kenangon Pemerimah i
- Materi RAPED B
7y el Pemnbahasan Rencana Anggaren Pendapatan dan Belanga Dicral (RAPBD] Perababan 2 tabun setelah talion 3 talun Dinflal kemball
olels Dewan Peswalilan Rakyat Daerah (DPRD] dan Pemerintaly Daeraly anggaran beralhir
3 Dolatien Persenijnan bersanta antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda ATBD 2 tahwin setelah talon 3 tahun Permanen
- beakhiv
4] Doknnren Hancangan Penjebaran APBI Pernbahan beserta lampiranoya 2 taln setelah talin 3 tahun Permanen
anggaran berakhiy
%) Penyampaiin Permaebonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubaban heserla 7 tahun setelah tahun 3 tahnt Termanen
i beralhin
&) Hasil Bvaluasi Guberits tentang RAPB I Pérubahan F G Febeldl [attim, & (et P
anggaran berakhir
7) Penetipsii Perds APBD Périibalian oleh Gillernir beséits Perjabaramiya 2l ““’;:J‘_‘ Faty Feahyo Pezmoanes
5 3 tahun Permanen
8] Peraturan Daerah (PERDA) fentang APBD Perubahan #/talsu sebalah babuo
anggaran berakhir
B [PENYUSUNAN ANGGARAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIE INDONESIA
- 04
JANGKA WAKTU SIMPAN
No. JENIS DOKUMEN ARSIP AKTIE INAKTIT
1 F] 3 @ 5
h . 1 tahun setelal talmn g - .
1. Rencana Peribasguoan (Musrenbang) Keeamatan s 3 tahun Dinilal kembali
2, ah Rencana Pe Musrenhang) Kabupaten 1 rahun setelah talig 3 tahun Dinilai kembali
anggaran beraldir
, —— A - T talun setelah talmn Py ;
3 Rancangan Dokomen Pelaksanann Anggaran [RDPA) SKPD yeng telaf disewjui Sekretaris Daeraly ey 3 takron Dinilai kembali
T - PR S K| R 7 7
Dokuien Telaksarian Anggaran [ JPA) SKPD yang Lelih disalan oleh Pejabat Pengelola enangan] 1 taliun setelali tabun -abon el basmisal
Derah [FPKD) anggaran berslshiv
c LARSANAAN ANGGARAN
5 Tahun Tinilal Femball
) 2 tahun setelsl perda tentang)
1. Surat Penyedia Dana (SPP. SPM dan §P20): UP,GU, TU. LS pertanggungiawaban ATEL
disalikan
3. Pendapatan
& Pendapatan Asli Duerali 4 rahnn serelal perda.tsmang
1) Surat Ketetapan Pajak Daerah pestanggungjawaban APED 5 tahun
disalikan Dinils ginbali
%) Sural Seloran Pajak (S5P) Dasrall antara PP T — 5 tahun Dinilal kembal
- Pajak Hotel !
) ) pertanggungiewaban APBD
- Pajak Restaran dizahkan
- Pajak Hiburan MR
- Pajak Rellame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Buksn Logaim Bantian
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanab
- Pajak Sarang Buring Walet
- PBB Sekior Perdesaan dan perkolaan
-_Bes Perolghan Halk atss Tanal dan st Bangunsn (BPATE)
3) Burat Ketetapan Retribuss Daeraly 5 raban

2 rtahun sewelah perda temang
pertanggungiawaban APBD
disahkan

Dinilai kembali
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JANGKA WAKTU BINPAN
§O. JENIS DOKUMEN/ ARSIF AT Koterangan
1 2 3 4 5
) Bukii Penarikan Retribusi, antara lam:
a) Rersibusi Jasa Umeom - & takiun Dinilal keraball
- Retribusi Pelayanan Kesehatas u [af_'t“" Tl "e{:; f;E‘SJD‘G
Retribusi Pelyanan Persampaban/ Kebersiban re “W:?g’f::
Retribusi Penggantian Bisya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil -aslrean
Retribusi Pelavanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribuai Pelapanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Peterlk Alat damy Kehal
Retrbiusi Penggantien Biaya Celak Peta
Retribusi Pengujian [(spal Perikatan
bj Fetrihosi Jasa Usaha 5 tahun Dinilai kembali
Retribiusi Pemaknian Kekayaan Dacrab g "’fl“” I, p""l':;i ::‘;:;G
Retribusi Pasar Grosir dan/atsn Permkoan B e em
Retribusi Tempal Pelelangan fmalt
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempal Penginapan/Pesanggrabian/Villa
Retribusi Penyedotan Kakos
Retriliuai Rurah Potosing Hewsn
Retribusi Pelayanan Pelabulan Kapal
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Retribusi Penvebrangan diatas Afr
Retribusi Pengolahan Limbal Cair
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daeraly
¢) Retyibugi Perizinan Tertentu A 5 rahan Dimilai kembali
Retribiosi lzin Merdisikar Tangnnan 2 beluaneteldh "ﬁ'dﬁ ‘:?:38
Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralk partangghog/AwAba) ARH]
T disutikan
- Reuibusi Izin Gangguan
Retribusi [zin Trayek
dj Retribosi Pengendalian Laln Lintas & tabon Dinilal kembali
2 tahon setelah perda lentang
pertanggungiewaban APBD
dizahkan
] Retribusi Perpanjangan Lzin Mempekerjakan Tenaga Rerja Asiug (IMTA) S tahun Dinilal kemball
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
no. JENIS DOKUMEN/ ARSTP SANGIA S A Heterangan
1 2 4 5
ST e
perangpungiawalbian APELD
disalikan
2 tahun setelal perda tentang| R
5) Bulkti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat pertanggungjawsban ATED Dinilai kembali
disalikan
Botah
2 tahnn seteldh perda tentang A
6 Dalumen Hasil A Heknyann Daerah pertanggungiawabin APBD Dinilai keraball
dizahkan
~ R 5 talan
2 tahnn setelah perda tentang
7) Bukti Penierimaati SKPD dari Badan Layanan Umuom pertanggungjawaban APBD Dinilal kembali
dizahkan
& tah
2 tahnn seteldh perda tentatg s
8} Bukti Penerimaat Hasil Pengelolaam Dana Bergulir pertanggungjawaban APBI Dintlai kemb:
disalikan
5 rahm
2 tahun setelaly perda tentang mn
9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bark permnggungjawaban ATED Dinilai kembali
disaltkan
b. Dokumen Penerimann Dana Peaniiangan:
1] 5 tahn Dinilai kembali
) 9 tihun setelsh perde fertang o e
Daiie Bagi Hasil vanig Bersunber dai Pajak dan Bikan Pajak pectanggnagawaban APRD
disahkan
5 tahun
2 tahun setelal perda tentang,
2} Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten permanggungjawalian ATED Dinlai kembali
disalikan
S tahon

www.peraturan.go.id




2016, No. 271

ARS[F NASIONAL REPUBLIK NDONESIA

-32-

)
=

JANGKA WAKTU SIMPAN

KNO. JENIS DOKUMEN/ ARS[P ARTIE TRARTIE 0 g
1 2 5
T T
3) DanaAlakasi Umum (DAL) pertanggungiawaban ATED Dinilal kembali
disalikan
2 tatun setelal perda tentang, 5ty
) D, Perimbirigan frutitk Dagvali Yang Tidak Menetima DAY pertangguogjswaban AFED Dinilss erbali
disatikan
% tabiun setelsh perda tentang St
5) Duna Alakasi Klmsus (DAL pertanggungawaban APAD Dinilal kenibali
disalikan
. Dokimen Peneriman Laj lai Pendapatan vaug Sal
E vl

2 tabun setelal perda tentang

1j Alskasi Diavia Penyssnaian pertanggungiawaban APRD Dinilal keribali
disahkan
5 tahun
2 tahnn setelah perda tentang
2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolsh pertanggungiawaban APBD Dinilai kembali
disahkan
5 taht
2 tahun serelah perda tertang o rahn
3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintali Provinsi pertanggungiawaban APHD Dinilai keribali
dizahkar
5 rahun
2 tahun setelal perda tentang
4j Bemtiian Keiiigan Peuerintih Prisviisi pertangguogiawaban AFBIY Dinilsi keibali
disahkan
5 tahim
= . - N . 2 tahun setelalh perda tentang|
s Peshrias Hibal Yang dari APEN, Dasral lainaya atan Suabangan [ 000 APED T
Pk Eetigh dlsatikan
5 ralran
ARS[P NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
a8-
JANGHKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP i T Keterangan
1 3 4 5
TS e
d. ‘Sural Setoran Bukan Pajak (SSBP} pertanggungiawaban ATED Dinilad kembali
disalikan
5 tahun
2 tahun setelaly perda tentang
e. Benerimann Sisa Lebili Perhitungan Anggaras [SiLER} pertangungawaban APAD Dinilai kembali
disalhkan
T_Doknmen Pengelolonn Barang MIIK Negara/ Dacral Selamma barang, dimillk - Termanen
Selama piutang belum
g Dokumen Pimang Daeral . N Termansmn
zertagih
b Dokufen Pengelolann lovestasi Selama investasi masih ada - Permanen
3, Belans
Baien Selin]a Languung 4 tahun setelaly perda tentasg
la. Pegn: pertanggungiawaban ATED 5 ratmn Dinilai kembak
- Belanja Barang Jasa di
. Belanja Modal izalikan
Dokumen Delanja Tidak Tangsung
- Pegawai
- Hiball
- Belanja Bagi Hasil 3 wahun setelal perda. lemang
b. - Subsidi pertanggungiawaban APED 5 talun Diilai kenibali
- Bunga disalikan
- Bantuan sosial
- Bantuas keuangan
- Belaaja tidak terdugn
#. Pembiayaan Daeral
a. Bukti Penerimaan Pebiayasn
- SILPA
2 tahun setelal perda tentang
- Dana Cadangan peranggungiawalian AED 8 ralan Dinilai kembali
- Dana Bergulir disalikan
« Pigjeman Dacrah
- Pengalihan Pintang FBEF2 menjadi PAD
T, BUkG Pengsluatan Pembiayaan
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JANGKA WAKTU SIMPAN -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP e AT
1 2 3 5
- Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir
- Penyertaan Modal paca BUMD 3 wahun setelali perda temang
- Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD pertanggungiawaban APBD 5 tahun Permanen
- Pengeluatan dasi Dana Cadarigan disalikan
- Pembiavaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengab (URICNV)
- Penyertaan Modal kepada Bauk Perkreditan Rakyat (BPF) milik Pemerintah Daerah
Dokutien Penatausalaan Keuangan
- Surat Penyedisan Dana [SPD) 3 rahun setelali perda. temang
5. . Surat Permohanan Pembayaras (SFF) pertanggungjewaban APBD 5+ talim Dinilal keriiball
- Burat Perintah Membavar [SPMj disahlan
-_Sural Perintah Pencaivan Dana (SF2D)
A, Fertanggungiawaban Penggunesn Dana 2 tahun setelal perda tentang &'tahon Dinilai kembali
- Buku Kas Umum (BEU) pertanggungawaban APBD
- Buku Kas Pembantu (BKP) disalikan
Ringlkasan Perincian Pengeluaran Objek
Rekening Koran Bank
Laporan Pertanggungiawaban Fungsional dan Administrasi
- ‘Bukti penyetoran Pajak
Register Pemitupan Kas
- Berita Acara Pemeriksaan
Laparan Realisssi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan aras Laporan Keuangan Termasuk Arsip
Data Konzputer (ADK)
Lipotan Pendapatan Negara
Laporan Keadaan Kredit Anggaram (LEKA) Bulanan/ Tiwnlan/Semesteran
2 tahun setelah perda tentang
7. Daftar Gaji pertanggungawaban APBD 3 rabun Musnal
disalikan
8 farrn Oail Selania yang bersangkltan 3 tabun Dinitat kembsali
masilt jadi pegawai
- - 7 (abiun setelall perda tentang B tabum
9. Data Rekening Bendahara Umum Daeraly (BOD) pertanggungjawaban APBD Mranalh
digalikan
R T 1 e 2 alinserelabs perda tentang
[ Weraca e pertanggungawsban AFBD 5 tahun Permanen
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLi) disaltkan
D |PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERL
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
< 4=
JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIF i T HKeterangan
1 2 3 4 5
1. Dokumen Permohonan Pinjaniany Hiball Luar Neger! (Bite Book 1 tahun setelal diterbitkan 3 tahun Permsiren
i o 1 tahmm setelsh Loan I
2. Dokumen Kesanggnpan Negara Domor itk Membisyai (Green Book) Agreement Dilandatamni 3 talun Permangn
B Deeiisien Memorandsm of Understanding [Mol), dan doknmen sejenisnya 2/lahuy petpleh penanian 5 taliun Perzmanen
pinjaman bevikhic
. Dokumen Loan Agreement (PULN] sepert] : Drafl Agreement, Legal Opinioit, Sural menyurat dengan | 2 (ahun setelah peanjian =t Yormmaan
Lender pinjaman berakhir
- N : . 3 talin setelah perjanjian — )
5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Peaggunann Dana Luar Negeri, a.l. - Usulan Luncuran: Dana b i 5 taln Dinilad kembali
4. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikat lampizannys :
- Reimiursement
- Dirsid Payfmenit!Tri Procedrm . -
ireet P ansfer Procedire 2 salan wlels;l p:ﬁs-n.m“ & tahun Dinilai kembali
- Special Conumtment/ L/ C Opening pinjaman berakhis
- Spevial Account/ mprest Furid
7. Dikumen Glorisasl Penarikan Dana (Payment Aduise) &/taJum petzioh porelan, & talmm Dinilal kembali
pinjamun berakhir
8 Dokitier Realisasi Penu\a.rm_x_ Dana Plf_‘_lailtfan,‘HH}H!I Luar Negedi, yaiti,; Surat Penx_)[al_]_.lj‘ﬁlmll‘all 2 e.almn setelali AL 5 taki I ——
Davie, BPM beserta lampirarnya, antera lain: SPP, Kortrak, BA, dan data peridukiing lainnya. pinjamsan bevakhir ABE
Replenishunent (Permintaan Penatikan Dana dari Negara Domor) meliput antaca lain: Ko Objeetion | o o000 o
9. Letter (NOLy. Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Suthorization (WA, = i [etxoy 5 tahun Dinilal kembali
- . pinjaman beralkhis
ol E 2 (ST
- N 2 taltan setelah perjanjian T
10 Staff Appraisal Repart e 3 tahun Digilai kembali
1. Report f Laporan yang terdiri dari:
- Progress Report 2 talran setelah peyjanjian o ‘
- Monthly Repart i berabli 5 tahun Dinilai kembali
- Quarterly Report
[2. Laporan Hutang Daeral : N .
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NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP AN THANETE
1 2z 4 5
Laporan Pembeyaran Hulang Daeral T AT SETETATT R TETTETr
pertangrngiawaban APBD 5 tahiun Dinilai kemibali
Laporan Posisi Hutang Dasrah disahkan
i 2 tahun setelah perjanjian
3. Completion Report/ Annual Report - Per
mpletion Report/ Annual Repo pinjaman beralshis rmanen
14. / yang menyangk /THibal Luar Regeri 1 tahun setelah diperbaharui 5 tahun
E__|PENGELOLAAN APBD/DANA PIRJAMAN]HIBAH LUAR NEGERI (PHLK)
1. Kepuotusan Kepeala Daeraly tentang Perietapan:
Pengguna Anggaran atan Knasa Pengeiing Anggaran
Pejabat Pemluat Komitmen
Kuasa Pengguna Barang/Jasa
- Benddhaca Dmum Daerah dan Knasa Beddahaca Tomm Dasah Helama masih menjabat 3 talimud Dinilal kerilall
Pejabat Penandatanganan SPM
- Bendaliara Penerimaan/Tengeluaran
Pengelola Rarang,
termusuk berfa acara serah ferima jabafan
F__|SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)
1. Manual linplementasi Sistem Akuntansi Benangan Daseah (SAKD) Selama belinn ade perabahan 2'tahiun Permanen
2. Dokurien Kebijakan Akuntansi 8élama belnm ada pernbahan 2 tahini Permanen
2 tahnn setelah perda tentang
4. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Relonsiliasi pertanggumgiaweban APED 5 tatun Musnisl
2 tahun setelah perda tentang
4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwnlanan /Semesteran perranggunglawalsan ATRD 5 tabmn Mranah
disalikan
G__|PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESLA
43 -
JANGKA WAKTU SIMPAN
§O. JENIS DOKUMEN / ARSIP AKTIF TNARTIF
1 2 2 4 5
Surat Penefapan Pengguna Angzaran/Kuase Pengguna Anggeren, Bendahars atas Pengguna N “‘ht'a“: ”t&l‘fl"mb';ﬁ' ‘:;:[’;g R R——
Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan ner g‘“i{’m] waban
2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPF) dan lampirannys, :
- BPPLS, 8PP GU, 8F3, Daftar Perineian Penggunaan Dana, SPPR LS, SPOR L, 8PM LS, SFM DU,
Bi Gire, SPM Nihil 2 mhonsetelal perda tentang|
- Penagilian/Invoice. Faktur Pajak, Buktl Penerimaan Kas/Bank beserta hukti Pendukung pertanggungjawaban APBD 5 tahun Dindlal kembali
Copy Faktur Pajak dan Nota Lredit Bank disalkan
Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesalan Pekeyjasn
2 tahun setelah perda tentang
A, Dukn Rekening Bank pertanggungiawaban ATED 5 ralman Dinilai kembali
disahkan
4, Keputusan Pembukuan Rekening Selama rekening masil aktil - Permanen
5. Pembukuan anggaran terdis dar :
Buko Kas Usam (BEU), Buku Pembanta, Regster dan Buku Tambaban Daftar Pemnbukuan Selarma rekening masily aktil & el Dinilal kembali
Pencarian, Penigeluaran (IJPP), Dafar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran
H__|[PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
; G o 2 rahon setelali perda 1entang|
1 Berkas Pen.erm!ean Keuvangan Pelaksanaan dan Togas Pembeantuan termasuk Dana Sisa atau pertanggunglawaban AFED 5 'tahun Dinilal kemball
Pengeluaran lainnya "
disalikan
i . . ; . . ; 2 tahun setelul perda tenteng
o xk‘asl pe._m_..n::nkegqax l;]]rmasuk vl 21, pph 22, PPL 23, dan PPo, Deida Keterlanibatan e tanggn oAwEban APRD P— Diilai kermbalt
nyelesaikan Tiaan, disatkan
1__|PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD
1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILI dar APBD
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NO. JENIS DOKUMEN ] ARSI o VT
i 2 3 [
2 tahun setelal perda tenteng
a. Kehijakan Keuangan Pilkada/dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemily pertanggungimweban APED 5 tahun Dinilai keniball
Alsalikan
feraruman Peroman Standay Relanjs Pegawal, Barang dan Jasa, Operaslonal dan Kontingensi |2 i setelalperda tentag _ — )
b . . : : : pertanggungiawaban APED 5 tahun Dinilai kembali
nntuk Biaya Pilkada dan Bamuan Pemito di
isalikan
” — G p 2 whunsetelah perda tentang,
Bahan sulan R Kegiatan dan Anggaran (RICA) Pilkada KPUT, PPI, PPS; KPPS d .
o, ponan Lewan Rencans Gegats g (SRR B HPULL PR o pertanggungiawaban APED 5 tahun Musmal
Panwasda, Permohonan Pengajuan REA KFUD dan Pamwas :
disahkasi
) 2 tahun setelah perda tentang
d. Berkas Pembahasen RKA pilkada dan Bantnan Perila pertanggungiawaban ATEL 5 talan Musnaly
disalikan
2 tahnn seteldh perda tentatg
e, Rengana Anggaran Satuan Kerjs (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemily Gabupates pertanggumgiaweban APED Sitakiun Musnah
Alsahikan
| Dokumen Rancangan Anggaran Sarvan Kerja [DRAST] Filkada KPUD dan Panwas Kabupaten 5 m'["" setelals ""b'ia i;;’)‘g Siako Y
* dan Bantuas Biaya Pemilu dari APBD adiias  Juri. ity
disalikan
2 tahnn setelah perda tentang
& Berks Piiberitifkan Dena Citdarigan Filkada perlanggungjrvabin APED 5 tahun Dinilai keniball
dlsahikan
. . . . |2 tahun ssteluh perda tentang
Re Gl sl (5
., E;Jg;n Rl Rniarigan Feraturan Dacrali (@nting Pilkinds, dan Bantosn Biava Pendlu daii it AT N —
! Alsahikan
ARSIP NASIONAL REPUBLIE INDONESLA
44
JANGKA WARTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP s TNARTIF Motnrangas
1 2 3 4 5
_ 2 tahun setelal perda tentang
L Nota Persetuinan DPRD tentang Perda APRD Filkada dan Bantusn Biaya Pemiln dart APGD pertanggungiawaban AFRD 5 tahua Disilai kembali
disalikan
f] LARSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU
) 2 tahun sstelal perda fentang
1, Berkas I‘;enellim Bendahata dan Alasan Langsug, Bendalara KD, Bendahara pada Panitia P ADBD - ——
R it = atsabikan
TBerkas Pener Konisi, Rt Pembiyaran P J B Pelak: 2 whun setelah perda temang,
g, Cerkas Telerimiaan Rorst. b Gngarlian Ju, Buega, HANARLT pestanggungjawaban APED 5 ‘tahun Dinilal kembali
Pilkada/Pemilu e o
! ' o T ) 2 tahun setelah perda tenteng
5, Derkas SetorSisa Daiia Pilkada/Pemile terthannk Setor Tomisi Penpidans BarangJasd, Rabet, pera s ntlban AT o i R
Biinga  Jasa Gira g Y g
2 tahansetelal perda tentang
4. Herkas Penyahuran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank pertanggungjawaban AFAD § tahun Dinilai kembali
disalikan
IR : 2 tahun sstelal perda fentang
g, Fedoman Dakuimen Peyedinan Pembinyann Kegiatan Operasional (PPKO) termasul ot o) B - —
Feriibihan/ Pergeseran/Revisinye iaiian Dl
K. |POLAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAT, PENTLY
1. Dokumen Penyodiann Pemblayann Regiatan ¢ |PPRO) Pemilu dan PPRO Rabupaten D talin setelah talwn Y
termasuk Perabalan/Pergeseran/ Revisinya anggaran berakliv
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JANGKA WAKTU SIMPAN K
no. JENIS DOKUMEN ] ARSIP e T
1 2 3 4 5
2. Berkas Penyahivan Bisva Permily termasitk diantaranya Bukti Transfer Bank 1 tahun setelah diperbaharui 5 talyot Dinilal kesiiball
) . ) ) ) . 1 taliiin setelah UT tentaig
) jmk]a;gffrfya]urmj iaya Pemilis ke PPK, PPS dan KPS tefmasik disntaranys Bk Transfer Bank [ 830 2420 A0 ERAT " et el
an laifi-lain jar
1 |PEMERINTAHAN DESA
1. Dokuren Rencana Aniggaran Pendapatan dan Balanja Desa E 0 ekl (Pl 3 takiun Musnah
anggatan berakhir
3, Program lerja Pemeriatah Des ; T taliun setelah tabun T tahun
a. Renvana Kefja Pémbangunan Janghs Menengah Desa anggaran bevakhir
1. Renpana Keria Perangker Ossa.
3. Dokurien Anggaran Peridapatan dan Belanja Desa T K] SERAR [t 3 tahun Permanen
Y angpatan berakhir
4. Bakti Pingatan Desa Ate i aeteleh takun, 3 takiii Misssisili
Agigairen bekilri
3. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa 2 tabun setelsh serah terima 3 tahun Permanen
a K Desa tentang I Tanah Kas Desa
b: Remchonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa
<, Hasil pérsptujnan; vapat
d. Rekomencasi Bupati tentang persetujuan pembiebasan tafiah
f. Persetujuan Bupau tentang hasil musyawarah harga tanal kas Desa
g. Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa
h. Perabelian Tanah Pengeant
i. Musyawarah tanah Hak Milik ook dibeli menjadi pengganti
j. Rekomenclasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah
k. Pelepasan Tanah Hek Milik menjadi Kas Desa
6. Dokumen Perjanjian Sews Tanal Kas Desa Belama masih berlakn 10 b Dinilai kembali
a. Sewa Tanal Kas Desa tidak berubab fungsi
b Sewa Tanah Kas Desa beribah fungsi
1) Peraturan Desa teritang sews tanah ks Desa
2) Penawaraii dari Penyewa
ARSIP NASIONAL, REPUBLIE INDONESLA
s
JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN / ARSIF T TRARTIE Keterangan
1 2 3 4 5
3 Rekomendas] Bupall tentang i penyewant tanah kas Desa
4) Permohnman ljin Gubernur
5) ljin Gubernnr
7. Dokuwmen Perubahan Peruntukkan Tanah Ras Desa Selama masih berlakn 2 talran Permenen
a. Peraturan Dese tentang peribahan perimitkkan Tanal Kas Desa
b. Rekoriendasi Bupati tentang persetufuan peribebasan taiish
. fjin tertulis Gubermar
8. Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong 2 tahun setelali tabun 3 tabun Dinilat kemball
anggaran berakliy
o, Liio-Tgti Peilipten ARl Ded Halrod sl BImG 3 taiirt Dinilsf egrnbali
ariggaran beviklii:
T0. Fembukuan Ras Desa Selama masil berlaku 3 tabun Dinilal kemball
a Huko Kas Tinm
b Buko Banto Penggloaraz
L1. Buktl Pengeluaran Keuangan Kas Desa FEl FtEal la‘h,]m 3 ahun Dindlal keraball
anggaren berakhie
. . 2 tahun setelah tahmn
12. Laporan Keusngan Ras Desa et baral it 3 tahun Musinaly
] . - 2 tatiug setelah tatmn .
13. Pertangguagjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa) oo erelii 1 tahun Permanen
M | AN/ DAERAH
. Laporan fasil Pemmerikisasn Badan Pemeriksa keangen Repubiik indonesia atas Laporan 2 tahun setelah P Do bl
Reuangan ditindsklanjuti
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-
- JANGRA WARTU SIMPAR
KO. JENIS DOKUMEN/ ARSIP AKTIF —IHAK‘nF Keterangan
1 2 3 4 5
. r . 2 tahun aetelah
2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksann Interoal Aitind - S.tahun Dinilai kembali
3. laporan Aparal Pemetiksa Tungsional;
&. LHP{Laporan Hasil Pemeriksasn) 2 talun setelal: e ;
b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaar) dirbndaldlanjur Al Wl kol
o, Tindak Lanjot/ rﬂ_xEEEEan LHP
T, Dokiimen Penyelesainn Retnngan Dacrab: -
a. Tantutan Perhendakaraan TR SR fhi
tuntutan 2 tahiun setelah hak Disiiles Kerbali
i Dbt Gl g perbendaliarann/tuntutan | den kewajiban habis
N gann rugy dilunasi

KEPALA ARSIF NASIONAL REFUBLIL IRDONESIA,

M. ASICHIN
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